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ABSTRAK 

KUALITAS PELAY ANAN PENGADAAN BARANG/JASA 
DIKANTORLAYANANPENGADAAN 

KOTA LUBUKLINGGAU 

Ardi Virgo Nino Putra 
ardi.virgo 1512@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengadaan barang dan jasa harus sesuai 
dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang 
terakhir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
Berdasarkan peraturan ini maka Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan Undang­
undang nomor 41 tahun 2014 membentuk Kantor Layanan Pengadaan untuk 
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor 
mempunyai fungsi sebagai berikut : (a) perumusan kebijakan teknis di bidang 
pelayanan pengadaan barang/ jasa; (b) pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan di 
bidang pelayanan pangadaan barang/ jasa; ( c) pelaksanaan koordinasi dan 
kerjasama dengan lembaga/instansi lain dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa; 
(d) pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kegiatan pengadaan 
barang/ jasa; (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan (f) 
pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas 
fungsinya. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini terdapat beberapa 
masalah yaitu : (1) rencana pelaksanaan pengadaan yang disampaikan kurang 
lengkap; (2) rencana pelaksanaan pengadaan yang disampaikan tidak sesuai 
dengan pekerjaan yang akan di lelang; (3) tim teknis Kantor Layanan Pengadaan 
tidak memahami isi dan kelengkapan rencana pelaksanaan pengadaan; (4) 
verifikasi berkas oleh panitia sering tidak tepat waktu. Keempat permasalahan ini 
mempengaruhi kualitas pelayanan pengadaan barang jasa di Kantor Layanan 
Pengadaan Kota lubuklinggau. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dan 
menganalisa. kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa di Kantor Layanan 
Pengadaan. Berdasarkan teori dari Charles H. Levine, ada tiga factor yang dapat 
mengukur kualitas pelayanan yaitu : 1) Responsiveness; 2) Responsibility; 3) 
Accountability. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, baik 
menyangkut teknik pengumpulan data, analisis data dan pendekatan pengambilan 
keputusan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara secara detail dengan key 
informan dan observasi langsung ke lapangan maka didapat kesimpulan bahwa 
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untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Layanan Pengadaan maka 1) 
agar rencana pelaksanaan pengadaan yang disampaikan bisa lengkap, maka 
diperlukan tim teknis yang membantu Pejabat Pembuat Komitmen mengerti 
tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; 2) agar rencana pelaksanaan 
pengadaan yang disampaikan oleh pejabat pembuat komitmen yang dibantu tim 
teknis SKPD dapat sesuai dengan pekerjaan yang akan di lelang, solusi yang dapat 
diberikan yaitu memperbanyak Pejabat Pembuat Komitmen sehingga dapat fokus 
dalam penyusunan berka Rencana Pelaksanaan Pengadaan; 3) agar tim teknis 
kantor layanan pengadaan yang menerima berkas rencana pelaksanaan pengadaan 
dari pejabat pembuat komitmen bisa memahami isi dan kelengkapannya, maka 
diperlukan tim teknis yang mengerti tentang kelengkapan berkas Rencana 
Pelaksanaan Pengadaan sebaiknya juga memiliki sertifikat pengadaan atau pemah 
mengikuti bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah; 4) agar Pokja atau 
panitia yang masih berasal dari dinas-dinas lain yang datang pada jam kerja siang 
sesuai dengan SK walikota, sehingga untuk verifikasi berkas rencana pelaksanaan 
pengadaan sering tidak tepat waktu, tidak terjadi lagi, maka disarankan 
menempatkan panitia dalam jabatan fungsional, sehingga panitia dapat fokus 
dalam pengadaan saja. 

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Pengadaan barang dan jasa pemerintah, 
Kantor Layanan Pengadaan 
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ABSTRACT 

The Quality Of Goods/Services Procurement Service In The Procurement 
Service Of The Office Of The Town Of Lubuklinggau 

ARDI VIRGO NINO PUTRA 
ardi.virgo 1512@gmail.com 

Open University Graduate Programs 

The use of Budget revenues and Expenditures of the State Budget 
revenues and Expenditures or areas for the procurement of goods and services 
must comply with the regulations of the President Number 54 in 2010 and the last 
change num~er 4 by 2015 about Government procurement of goods/services. 
Based on this regulation then the Government town ofLubuklinggau with Act No. 
41 2014 form Procurement Services Office to organize the tasks referred to in 
article 3, the Office has the following functions: (a) the formulation of the 
technical policy in the field service procurement of goods/services; (b) the 
implementation of activities in the field of goods/services pangadaan services; ( c) 
implementation of the coordination and cooperation with other 
agencies/institutions in the activities of the procurement of goods/services; ( d) 
implementation of the surveillance, control and construction activities of the 
procurement of goods/services; (e) implementation of the evaluation and reporting 
of the implementation tasks; and (t) the execution of the other tasks given boss ses 
... The use of Budget revenues and Expenditures of the State Budget revenues and 
Expenditures or areas for the procurement of goods and services must comply 
with the regulations of the President Number 54 in 2010 and the last change 
number 4 by 2015 about Government procurement of goods/services. Based on 
this regulation then the Government town of Lubuklinggau with Act No. 41 2014 
form Procurement Services Office to organize the tasks referred to in article 3, the 
Office has the following functions: (a) the formulation of the technical policy in 
the field service procurement of goods/services; (b) the implementation of 
activities in the field of goods/services pangadaan services; ( c) implementation of 
the coordination and cooperation with other agencies/institutions in the activities 
of the procurement of goods/services; ( d) implementation of the surveillance, 
control and construction activities of the procurement of goods/services; ( e) 
implementation of the evaluation and reporting of the implementation tasks; and 
(t) the execution of the other tasks conferred in accordance with the duty 
supervisor function. In the implementation of the procurement of goods/services, 
there are a number of issues, namely: (1) procurement implementation plan 
presented less complete; (2) procurement implementation plan submitted does not 
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correspond to the work that will be on auction; (3) Procurement Services Office 
technical team does not understand the content and completeness of the plan of 
implementation of the procurement; (4) the verification file by Committee is often 
not timely. The fourth issue is affecting the quality of services procurement 
service in the Office of Procurement Services the town of lubuklinggau. The 
purpose of writing is to know and analyze the quality of goods/services 
procurement service in the Office of Procurement Services. Based on the theory of 
the Charles h. Levine, there are three factors that can measure the quality of 
service, namely: 1) Responsiveness; 2) Responsibility; 3) Accountability. This 
research uses qualitative research methods, both concerning the techniques of data 
collection, data analysis and decision making approach. Data collection 
techniques with detailed interviews with key informants and observations directly 
to the field then obtained the conclusion that in order to improve the quality of 
service in the Office of Procurement Services then 1) so that the execution plan 
can be delivered complete procurement, the technical team then needed help 
Officials understand Commitment Makers about government procurement of 
goods/services; 2) so that the execution plan by procurement officials assisted 
commitment maker technical team can match the jobs that will be in the auction, 
the solution can be given i.e. reproduce Commitment Maker so that Officials can 
focus in the preparation of Procurement implementation plan berka; 3 technical 
team) to the Office of procurement services that receive procurement 
implementation plan file of official commitment maker could understand the 
contents and completeness, then needed the technical team who understand about 
the completeness of the implementation plan for the procurement files should also 
hav~ certificate procurement or has attended technical guidance government­
procurement of goods/services; 4) so that the Committee or Pokja still comes from 
other departments comes on during working hours in accordance with the decision 
letter of the Mayor, so to verify procurement implementation plan file is often not 
timely, no longer occurs, then suggested placing the Committee in functional 
position, so that the Committee can focus in procurement only. 

Keywords: quality of service of government procurement of goods and 
services, the Office of Procurement Services 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Diawal bahasan pada bab ini yakni tentang sejarah kantor Iayanan 

pengadaan Kota Lubuklinggau. Kantor Layanan Pengadaan terbentuk 

berdasarkan Undang-undang No. 41 tentang SOTK tahun 2014. Sebelum 

terbentuk menjadi Kantor Layanan Pengadaan sudah ada Unit Layanan 

Pengadaan yang berdiri sejak tahun 2011 berdasarkan Keputusan Walikota 

(ad Hoc). 

Berdasar kepada Ietak Geografis Kantor Layanan Pengadaan di 

tengah-tengah Kota Lubuklinggau, sehingga seluruh SKPD bisa 

mencapainya dengan mudah, dengan alamat : JI. Garuda No. 750, Kel. 

Bandung Ujung, Kee. Lubuklinggau Barat I. 

Adapun struktur Organisasi Kantor Layanan Pengadaan, terlihat 

pada gambar di baw&h ini : 

Gambar 4.1. 
Struktur Organisasi Kantor Layanan Pengadaan 

.~-----,----..------~ - ·-------.., ...... ~ ..... "\ 
t f;t.'<,1 1 I 
i f:t:RJfil~oJ!!~'i.'~' · 1 
l~~:{»I\'i]J.'~ ~ 

Sumber : data sekunder 
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Menurut Peraturan Walikota No 68 tahun 2015, Tugas Pokok Dan 

Fungsi Kantor Layanan Pengadaan Kota Lubuklinggau, yakni kantor 

mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan dan 

pembinaan pengadaan barang/jasa. Untuk menyelenggarakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor mempunyai fungsi sebagai 

berikut : (a) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pengadaan 

barang/ jasa; (b) pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan di bi dang pelayanan 

pangadaan barang/ jasa; (c) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan 

lembaga/instansi lain dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa; ( d) 

pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kegiatan pengadaan 

barang/ jasa; (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 

(f) pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan 

tugas ~mgsinya. 

Data tentang Sumber Daya Manusia di Kantor Layanan Pengadaan 

Kota Lubuklinggau, terdiri sebagai berikut : (a) Kepala Kantor (Eselon IIIa, 

pendidikan S-1). (b) Kasi Pelayanan (Eselon IVa, Pendidikan S-1). (c) Kasi 

Pengelolaan Dokumentasi (Eselon IV a, Pendidikan S-1 ). ( d) Kasi Informasi 

dan Pengaduan (Eselon IVa, Pendidikan S-1). (f) Kasubag (Tim Teknis) 

Tata Usaha (Eselon IVa, Pendidikan S-1). (g) 3 (tiga) orang staffteknis. 

Dalam Pelayanan Yang Ada Di Kantor Layanan Pengadaan Kota 

Lubuklinggau meliputi ada 2 (dua) jenis pelayanan: (1) Kepada SKPD yang 

diwakili oleh PPK. (2) Kepada Penyedia (dalam ha! pengaduan dan 

informasi) 
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B. Proses Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Di Kantor Layanan 
Pengadaan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan 

Yang menjadi landasan hukum dari pelayanan Pengadaan 

Barang/Jasa Di Kantor Layanan Pengadaan Kota Lubuklinggau Sumatera 

Sela tan yaitu Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010 dan perubahan terakhir 

Perpres no 4 Tahun 2015. 

· Adapun alur atau proses atau tata cara pelayanan Pengadaan 

Barang/Jasa Di Kantor Layanan Pengadaan Kota Lubuklinggau, sebagai 

berikut : (a) KLP menerima berkas RPP untuk pelelangan pekerjaan yang 

disampaikan oleh PPK. (b) KLP meregister RPP yang lengkap. ( c) KLP 

memberikan berkas RPP ke Panitia (POKJA) untuk di verifikasi. ( d) 

POKJA melelang pekerjaan yang disampaikan oleh SKPD melalui PPK. 

Fasilitas (sarana dan prasarana) apa yang mendukung proses 

pelayanan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Di Kantor Layanan Pengadaan 

Kota Lubuklinggau Sumatera Se Iatan, meliputi Ruang Kantor, Laptop, A TK 

maupun Sambungan Internet. Adapun jumlah pengguna layanan Pengadaan 

Barang/Jasa Di Kantor Layanan Pengadaan Kota Lubuklinggau adalah 

Seluruh SKPD yang ada di Kota Lubuklinggau. 

Yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi, baik yang bersifat 

teknis maupun yang bersifat administratif dalam pelayanan Pengadaan 

Barang/Jasa Di Kantor Layanan Pengadaan Kota Lubuklinggau yakni PNS 

dan Bersertifikat pengadaan barang/jasa (untuk PPK). 

Diketahui pula, tidak ada biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan 

Pengadaan Barang/Jasa Di Kantor Layanan Pengadaan Kota Lubuklinggau 

Sumatera Selatan. 
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Untuk uraian mengenai hak dan kewajiban pihak yang memberikan 

dan menerima pelayanan dalam pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Di 

Kantor Layanan Pengadaan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, (a) untuk 

hak pengguna pelayanan (SKPD dan PPK) yaitu menerima informasi setiap 

tahapan proses pengadaan. (b) adapun kewajiban pengguna layanan, (SKPD 

dan PPK) yaitu membuat berkas RPP sesuai dengan peraturan, tidak ada 

intervensi kepada KLP. 

Terkait mekanisme penunjukkan petugas atau pejabat yang ditugasi 

menerima keluhan dari masyarakat dan mencarikan solusi pemecahannya 

dalam pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Di Kantor Layanan Pengadaan 

Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan adalah petugas yang ditunjuk 

menguasai proses pengadaan sesuai dengan peraturan yang ada. 

C. Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Di Kantor Layanan 
Pengadaan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan 

Hasil dan pembahasan terkait Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Di 

Kantor Layanan Pengadaan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, 

diselusuri melalui teori atau pendapat yang dikemukan oleh Levine , melalui 

aspek-aspek yang ada dalam variable kualitas pelayanan yakni 

responsiveness, responsibility dan accountability, teruraikan sebagai 

berikut: 
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1. Responsiveness 

Secara umum responsiveness merupakan daya tanggap organisasi 

dalam proses penyelenggaraan pelayanan terhadap keinginan, aspirasi dan 

harapan serta tuntutan pengguna layanan. Seperti yang sudah di kutip pada 

bab sebelumnya, Iebih rinci Lenvine (1990:189) menjelaskan tentang 

responsiveness, yakni: pertama, warga negara berharap pegawai atau 

petugas seharusnya tanggap terhadap permintaan dan tuntutan-tuntutan 

mereka dalam menerima layanan. Kedua, kesulitan muncul ketika warga 

negara dan kelompok kepentingan berharap terlalu banyak minta ditanggapi 

oleh pemerintah. Hal ini bermakna bahwa kesulitan dapat timbul bagi 

organisasi dalam memberikan pelayananya. Ketiga, responsiveness 

adakalanya lebih baik dipahami sebagai persyaratan yang prosedural bagi 

pemerintah yang baik daripada sebagai suatu persyaratan yang substantif. 

lni bermakna bahwa responsivenees sebaiknya dijadikan sebagai 

persyaratan yang prosedural dalam arti ada tahap-tahapan dalam 

menanggapi permintaan dan tuntutan-tuntutan masyarakat selaku pengguna 

layanan, dibandingkan sebagai persyaratan subtansial. Keempat, keinginan 

dan tuntutan warga negara mungkin tak terbatas, tetapi hukum dan sumber 

daya dari pemerintah jelas terbatas. Ini bermakna bahwa organisasi dalam 

melaksanakan pelayanannya mungkin memiliki keterbatasan-keterbatasan 

baik dari aspek hukum maupun sumber daya. Oleh karenanya, idealnya 

menurut Lenvine akibat keterbatasan ini, sebaiknya organisasi mampu 

menyesuaikan keadaan dengan tetap memperhatikan keinginan dan tuntutan 

masyarakat selaku pengguna layanan. Kelima, ketentuan dalam pembuatan 
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peraturan mengajak instansi atau lembaga lain untuk mendorong partisipasi 

dari berbagai pihak yang berkepentingan. Uraian ini mengisyaratkan bahwa 

responsiveness merupakan daya tanggap organisasi dalam proses 

penyelenggaraan pelayanan terhadap keinginan, aspirasi dan harapan serta 

tuntutan pengguna layanan. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui wawancara, 

observasi dan pengumpulan dokumen-dokumen, berkaitan dengan 

responsiveness dalam pelayanan pengadaan barang/jasa di Kantor Layanan 

Pengadaan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, untuk aspek harapan 

pengguna layanan terhadap permintaan atau tuntutan mereka dalam 

meneri!lla layanan dari penyelenggara layanan. 

Hasil pengamatan yang dilakukan penulis, diketahui pengguna 

layanan berharap semua proses pengadaan ini berlangsung cepat dan sesuai 

dengan waktu, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan cepat 

dan anggaran dapat terserap sesuai dengan target waktu. Keadaan ini terlihat 

dari pembahasan research problem penelitian yang telah dilakukan baik 

melaui wawancara, observasi maupun pengumpulan data-data sekunder 

sebagai berikut : 

Salah satu pembahasan temuan penelitian ini adalah rencana 

pelaksanaan pengadaan (RPP) yang disampaikan kurang lengkap, dikaitkan 

dengan responsiveness (aspek harapan pengguna layanan terhadap 

permintaan atau tuntutan mereka dalam menerima layanan dari 

penyelenggara layanan) sebagai pisau analisisnya untuk ini : 
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Kepala Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 21 Maret 2016), 

mengatakan : 

"Menurut saya, harapan dari Dinas bahwa ini adalah pekerjaan bersama 
antara SK.PD dan KLP, sehingga untuk berkas-berkas yang masih be/um 
sempurna dapat disempurnakan seiring proses" 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Agar pihak Kantor Layanan Pengaadaan membuat contoh pembuatan 
Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang benar" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 2016), 

mengungkapkan : 

"Diharapkan untuk lebih mensosialisasi antara panitia penyelenggaradan 
dinas-dinas yang terkait. Supaya persyaratan RP P dapat dilengkapi" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 April 

2016), mengemukakan : 

"Kantor Layanan Pengadaan membuat surat edaran tentang RPP dan 
kelengkapannya. Apabila ada yang kurang lengkap dikoreksi kemudian 
dikembalikan I dikomunikasikan dengan PP K" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Mendapatkan informasi yang lengkap dan keterbukaan informasi 
sehingga berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang akan disampaikan 
ke Kantor Layanan Pengadaan lengkap" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan : 

"Pengguna layanan berharap mendapatkan sosialisasi dan penjelasan yang 
lebih" 

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, diperoleh data tentang 

berkas rencana pelaksanaan pengadaan yang akan disampaikan ke Kantor 
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Layanan Pengadaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terlihat pada 

gambar di bawah ini : 

Gambar4.2. 
Contoh Berkas rencana pelaksanaan pengadaan 

Sumber : Data Sekunder 2016 

Berdasarkan data-data maupun informasi yang diperoleh ini, maka 

terkait kelengakapan RPP, pengguna layanan berharap (a) adanya 

pengawasan yang baik dari pengguna layanan. (b) Adanya penyebaran 

informasi ke SKPD tentang pembuatan RPP. 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah rencana pelaksanaan 

pengadaan (RPP) yang disampaikan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) 

yang dibantu tim teknis di SKPD tidak sesuai dengan pekerjaan yang akan 

di lelang, dikaitkan dengan responsiveness (aspek harapan pengguna 

layanan terhadap permintaan atau tuntutan mereka dalam menerima layanan 

dari penyelenggara layanan) sebagai pisau analisis penelitian ini, diketahui 

bahwa: 
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Kepala Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 21 Maret 2016), 

mengatakan : 

"Pengetahuan tim teknis di SKP D terkadang tidak mengikuti 
perkembangan, makanya kita minta kepada KLP untuk revisi nya dilakukan 
se iring proses" 

- Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Untuk tidak bosan mengkoreksi dan memperbaiki berkas Rencana 
Pelaksanaan Pengadaan yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat 
Komitmen dan Tim Teknis di Dinas masing-masing" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Lebih meningkatkan koordinasi antara Tim teknis Dinas yang terkait 
dengan Tim Kantor Layanan Pengadaan sehingga tercapai sinergitas yang 
dapat memperlancar pekerjaan" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Seharusnya sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, karena 
kalau tidak sesuai maka itu merupakan kesalahan fatal, sehingga Panitia 
Pengadaan tidak bisa melakukan pelelangan" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya: 

"Lebih teliti dalam pemerikasaan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang 
disampaikan, sebelum disampaikan kepada Kantor Layanan Pengadaan 
maka berkas harus benar-benar diperiksa oleh Pejabat Pembuat Komitmen 
agar berkas bisa langsung diproses Tim Kantor Layanan Pengadaan" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Selalu mengikuti perkembangan pengadaan baranng dan jasa pemerintah, 
sehingga tidak ada kesa/ahan" 
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Dari hasil observasi yang telah dilakukan, diperoleh data tentang 

sosialisasi tentang pengadaan barang jasa pemerintah yang terjadi di Kantor 

Layanan Pengadaan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, terlihat pada 

gambar di bawah ini: 

Gambar4.3. 
Kegiatan Sosialisasi Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 

Di Kantor Layanan Pengadaan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan 

Sumber : Data Sekunder 2016 

Jadi berdasarkan data dan informasi yang diperoleh ini, terkait RPP 

yang disampaiakn tidak sesuai dengan pekerjaan yang akan dilelang, 

pengguna layanan berharap : (a) Peningkatan pengetahuan tim teknis SKPD 

. (b) Koordinasi yang harmonis ( c) Penyiapan media untuk berkoordinasi ( d) 

Penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan. 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah tim teknis di KLP 

yang menerima berkas RPP dari PPK tidak memahami isi dan 

kelengkapannya, dikaitkan dengan responsiveness (aspek harapan pengguna 

layanan terhadap permintaan atau tuntutan mereka dalam menerima layanan 
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dari penyelenggara layanan) sebagai pisau analisis penelitian ini, diketahui 

bahwa: 

Berdasarkan observasi yang dilakukan, terkait tim teknis KLP yang 

belum memahami isi dan kelengkapan berkas, pengguna layanan berharap : 

(a) Peningkatan pengetahuan tim teknis KLP dan (b) Penambahan personil 

tim teknis KLP. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan. 

Kepala Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 21 Maret 2016), 

mengatakan : 

"Harapan saya tim teknis KLP selaku pelaku pengadaan lebih mengerti 
terhadap aturan dan kelengkapan berkas-berkas" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Lebih ditingkatkan lagi koordinasi antara Tim Teknis Kantor Layanan 
Pengadaan selaku penerima berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan 
dengan pihak Panitia POKJA " 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Tim teknis harusnya diisi o/eh orang-orang yangfaham proses pengadaan 
dan telah mempunyai sertifikat pengadaan barang/jasa sehingga berkas 
Rencana Pelaksanaan Pengadaan benar-benar di verifikasi pada saat 
penyampaian" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

· memberikan pendapatnya : 

"Kesesuain penetapan tim teknik sesuai dengan latar belakang yang 
dimilikinya dan mengikuti perkembangan Pengadaan Barang/Jasa di 
Indonesia, serta peraturan-peraturan yang ber/aku" 
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Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Agar KLP dapat membentuk Tim Teknis yang mempunyai kompetensi di 
Pengadaan Barang/Jasa sehingga berkass yang disampaikan oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen dapat sesuai dengan pekerjaannya" 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah pokja atau panitia 

masih berasal dari dinas-dinas lain yang datang pada jam kerja siang sesuai 

dengan SK, sehingga untuk verifikasi berkas RPP sering tidak tepat waktu, 

dikaitkan dengan responsiveness (aspek harapan pengguna layanan terhadap 

permintaan atau tuntutan mereka dalam menerima layanan dari 

penyehmggara layanan) sebagai pisau analisis penelitian ini, diketahui 

bahwa: 

Hasil pengamatan yang dilakukan, terkait verifikasi berkas RPP 

yang terlalu lama, pengguna layanan berharap : (a) Panitia lelang agar dapat 

selalu di KLP (b) Penambahan personil tim teknis KLP. 

Kepala Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 21 Maret 2016), 

mengatakan : 

"Tim KLP dan panitia bisa cepat memverifikasi berkas yang masuk agar 
waktu pelaksanaan yang telah ditargetkan dapat dicapai dengan hasil yang 
memuaskan" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Kurang informasi antara Dinas yang terkait dan Kantor Layanan 
Pengadaan sehingga sering terjadi kesalahan komunikasi dan ini dapat 
menghambat pekerjaan yang akan di /e/ang. " 
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Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Ya, seharusnya dikoreksi, dikembalikan lagi ke Pejabat Pembuat 
Komitmen, Cuma kadang Tim dari Pejabat Pembuat Komitmen telat 
melengkapinya dan ini menghabiskan waktu juga" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya: 

"Dapat menambah tenaga teknik untuk memverifikasi berkas yang 
disampaikan oleh SKP D" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak, hanya di verifikasi, namun berkas Rencana Pelaksanaan 
Pengadaan juga harus sudah diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen" 

Berdasarkari basil penelitian di lapangan melalui wawancara, 

observasi dan pengumpulan dokumen-dokumen, berkaitan dengan 

responsiveness dalam pelayanan pengadaan barang/jasa di Kantor Layanan 

Pengadaan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, untuk aspek 

penyelenggara layanan terhadap pengguna layanan (media atau perantara 

pelayanan dalam menyampaikan keluhan, keinginan, aspirasi, harapan 

ataupun tuntutan bagi pengguna layanan). 

Hasil pengamatan yang dilakukan penulis, diketahui media untuk 

menerima keluhan, keinginan, aspirasi, harapan ataupun tuntutan dari 

pengguna layanan telah di berikan sesuai dengan yang dipinta oleh 

pengguna. Satu orang Kasi Pelayanan siap menerima masukkan dari 

pengguna layanan. Keadaan ini terlihat juga dari pembahasan research 

problem penelitian yang telah dilakukan baik melaui wawancara, observasi 

maupun pengumpulan data-data sekunder sebagai berikut : 
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Salah satu pembahasan temuan penelitian ini adalah rencana 

pelaksanaan pengadaan (RPP) yang disampaikan kurang lengkap, dikaitkan 

dengan responsiveness (aspek media atau perantara pelayanan dalam 

menyampaikan keluhan, keinginan, aspirasi, harapan ataupun tuntutan bagi 

pengguna layanan) sebagai pisau analisisnya, untuk ini berdasarkan hasil 

observasi dilakukan diketahui data tim teknis SKPD yang sedang membuat 

Dokumen untuk di lelang, terlihat pada gambar di bawah ini : 

Gambar4.4. 
Tim teknis SKPD sedang membuat Dokumen untuk di lelang 

Sumber : Data Sekurider 2016 

Selain dari observasi yang diperoleh ini, didapatkan juga informasi 

melalui wawancara dengan : 

Kepala Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 21 Maret 2016), 

mengatakan : 

"Media sudah ada, tapi pekerjaan ini memang dituntut cepat dan sesuai 
dengan aturan sehingga terkadang ada saja kekurangan yang terjadi" 
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Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Untuk dilaksanakan asistensi penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Pengadaan, sehingga berkas yang disampaikan sudah melalu beberapa 
tahap pemeriksaan, baik di Dinas maupun di Kantor Layanan Pengadaan" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Untuk lebih meningkatkan pelayanan dalam penyampaian 
keluhanlaspirasi dll dianggap perlu adanya perantara pelayanan" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Tidak, kadang proses butuh segera sementara kelengkapan Rencana 
Pelaksanaan Pengadaan be/um lengkap" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Harapan masyarakat pengguna layanan menginginkan media tersedia, 
hanya tidak tahunya masyarakat untuk menyampaikan keluhannya" 

. Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Dikarenakan kurangnya rasa ingin tahu pengguna layanan sehingga 
peraturan-peraturan yang baru be/um di aplikasikan, padahal itu sudah 
menjadi aturan" 

Jadi berdasarkan keadaan ini, dapatlah ditarik suatu rangkuman 

bahwa terkait media untuk komunikasi dari SKPD ke KLP, pengguna 

layanan masih berharap adanya media untuk menyampaikan keluhan, saran 

dan pertanyaan mengenai pengadaan barang/jasa. 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah RPP yang 

disampaikan oleh PPK yang dibantu tim teknis di SKPD tidak sesuai dengan 
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pekerjaan yang akan di lelang, dikaitkan dengan responsiveness (media atau 

perantara pelayanan dalam menyampaikan keluhan, keinginan, aspirasi, 

harapan ataupun tuntutan bagi pengguna layanan) sebagai pisau analisis 

penelitian ini, diketahui bahwa : 

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Bukan permasa/ahan media atau perantara yang tidak ada, tetapi ini 
permasalahan pengetahuan dari Tim Teknis yang membuat berkas Rencana 
Pelaksanaan Pengadaan" 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Lebih disebabkan kurangnya pemahaman dan ketelitian Pejabat Pembuat 
Komitmen dan waktu serta tenaga Teknis yang kurang" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Perlu adanya perantaralpendukung, supaya apa yang menjadi syarat RP P 
sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan tim pendukung 
mempunyai pengetahuan yang mumpuni" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Tidak, media sudah ada hanya perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin 
dan adanya usaha lebih dari setiap pihak yang terkait untuk melaksanakan 
pekerjaan ini" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Tidak, KLP selalu memberikan waktu dan tempat bagi SK.PD yang ingin 
bertukar pikiran tentang pengadaan barangjasa" 
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Tim Teknis KLP (wawancara, 2 Mei 2016), mengatakan : 

"Tidak, pemerintah telah menyediakan semua untuk menjadi media 
perantara untuk meningkatkan pelayanan" 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah tim teknis di KLP 

yang menerima berkas RPP dari PPK tidak memahami isi dan 

kelengkapannya, dikaitkan dengan responsiveness (media atau perantara 

pelayanan dalam menyampaikan keluhan, keinginan, aspirasi, harapan 

ataupun tuntutan bagi pengguna layanan) sebagai pisau analisis penelitian 

ini, diketahui bahwa : 

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Media untuk berdiskusi bisa dibuat bersama antara SKP D dan KLP serta 
panitia, sehingga pekeljaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Bisajadi,jika ada media maka ada solusi keluhan, keinginan dan aspirasi 
dari tim teknis Dinas yang terkait dan tim teknis Pejabat Pembuat 
Komitmen" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Tidak, media dan perantara sudah dibuat dan disediakan untuk koordinasi 
antara pihak dinas dan Kantor Layanan Pengadaan" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Tidak, tapi kurangnya SDM yang tersedia yang mempengaruhi apakah 
berkas yang dibuat sudah lenkap dan sesuai dengan aturan yang berlaku" 
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Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak, semua permasalahan atau kendala yang ditemui oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen dapat dibicarakan atau dikoordinasikan dengan pihak 
Kantor Layanan Pengadaan maupun Panitia" 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah Pokja atau panitia 

masih berasal dari dinas-dinas lain yang datang pada jam kerja siang sesuai 

dengan SK, sehingga untuk verifikasi berkas RPP sering tidak tepat waktu., 

dikaitkan dengan responsiveness (media atau perantara pelayanan dalam 

menyampaikan keluhan, keinginan, aspirasi, harapan ataupun tuntutan bagi 

pengguna layanan) sebagai pisau analisis penelitian ini, diketahui bahwa : 

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor (wawancara, 21Maret 

2016): 

"Bukan, media perantara antara dinas terkait dengan Kantor Layanan 
Pengadaan sudah ada, tim teknis dinas bisa saja mengundang tim Kantor 
Layanan Pengadaan untuk membahas kendala yang ditemui" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Bisa jadi, tapi ini bukan akar permasalahan yang ada karena semua pihak 
yang terkait adalah satu tim yang bertujuan untuk mensukseskan 
pembangunan di Kota Lubuklinggau" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Tidak, media atau perantara tidak perlu yang formal, pihak dinas dapat 
meminta tim teknis Kantor Layanan Pengadaan atau panitia pengadaan 
untuk memberi masukan mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan" 
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Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Tidak, dari Kantor layanan Pengadaan sudah ada satu orang kasi 
Pelayanan yang selalu siap memberikan masukan mengenai pengadaan" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak menjadi mas/ah media atau perantara yang ada, karena Kantor 
Layanan Pengadaan selalu siap memberikan bantuan dalam ha! pengadaan 
barang Jasa" 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui wawancara, 

observasi dan pengumpulan dokumen-dokumen, berkaitan dengan 

responsiveness dalam pelayanan pengadaan barang/jasa di Kantor Layanan 

Pengadaan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, untuk aspek ketanggapan 

penyelenggara layanan terhadap pengguna layanan (sarana dan prasarana 

pelayanan). 

Hasil pengamatan yang dilakukan penulis, diketahui sementara ini 

Kantor Layanan pengadaan masih kekurangan ruangan untuk menjalankan 

aktifitasnya. Namun semua tahapan dalam proses pengadaan masih dapat 

berjalan dengan baik. Keadaan ini terlihat juga dari pembahasan research 

problem penelitian yang telah dilakukan baik melaui wawancara, observasi 

maupun pengumpulan data-data sekunder sebagai berikut : 

Selanjutnya pembahasan temuan penelitian ini yakni rencana 

pelaksanaan pengadaan (RPP) yang disampaikan kurang lengkap, dikaitkan 

dengan responsiveness (aspek Sarana dan prasarana pelayanan) sebagai 

pisau analisisnya, untuk ini diperoleh data observasi terlihat pada gambar di 

bawah ini: 
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Gambar4.5. 
Sarana Dan Prasarana Yang Ada 

Di Kantor Layanan Pengadaan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan 

Sumber : Data Sekunder 

Dari gambar di atas terlihat sarana untuk pembuatan kelengkapan 

berkas lelang, laptop, printer dan koneksi internet. Selain basil observasi ini, 

dilakukan juga wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Di daerah lain sudah ada yang bisa online antara Dinas (Pejabat 
Pembuat Komitmen) dengan Kantor Layanan Pengadaan, sehingga 
penyampaina berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan bisa cepat" 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Untuk dibuatkan sarana dan prasarana yang representatif agar dapat 
memperlancar penyampaian berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Sarana dan prasarana pendukung masih sangat kurang, dan int juga 
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan" 
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Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Ya, banyak PPK yang kurang mengerti dengan teknologi informasi dan 
juga tupoksi pengadaan barang dan jasa" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Sarana dan prasarana tersedia hanya kurangnya koordinasi dan 
komunikasi antara pengguna dan penyedia pengguna layanan" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan : 

"Tidak, sarana dan prasarana hanya penunjang" 

Jadi terkait Sarana dan prasarana KLP, pengguna layanan berharap 

seiring waktu sarana harus diperbaiki untuk menunjang pekerjaan. 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah RPP yang 

disampaikan oleh PPK yang dibantu tim teknis di SKPD tidak sesuai dengan 

pekerjaan yang akan di lelang, dikaitkan dengan responsiveness sarana dan 

prasarana layanan) sebagai pisau analisis penelitian ini, diketahui bahwa: 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Bukan, sarana hanya sebagai penunjang untuk mempercapat pekerjaan 
yang dilaksanakan, bukan sebagai alat yang utama" 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Agar sarana dan prasarana ditingkatkan sehingga dapat menambah 
kenyamanan dalam bekerja dan hasil yang diperoleh bisa maksimal" 
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Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Sarana dan prasarana kurang mendukung sehingga diperlukan perbaikan 
dan peningkatan sarana, namun ini tidak bisa dijadikan tolak ukur 
keberhasilan pekerjaan" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan: 

"Tidak, sarana sudah memadai dan cukup dapat membantu pekerjaan, 
sehingga pembuatan berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan dapat selesai 
tepat waktu" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Ka/au ada sarana yang kurang dapat di infokan ke Kantor Layanan 
Pengadaan sebagai bahan perbaikan menuju pelayanan profesional" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak, sarana hanya pelengkap dan penunjang pelaksanaan pekerjaan 
dalam pembuatan berka Rencana Pelaksanaan Pengadaan" 

. Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah tim teknis di KLP 

yang menerima berkas RPP dari PPK tidak memahami isi dan 

kelengkapannya, dikaitkan dengan responsiveness (sarana dan prasarana 

layanan) sebagai pisau analisis penelitian ini, diketahui bahwa : 

Wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Sarana dan prasarana memang menjadi permasalahan yang sering timbul, 
tapi PNS harus bisa menyikapinya dengan bijaksana" 
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Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Sarana dan prasarana layanan adalah penunjang, intinya koordinasi 
dengan SK.PD harap lebih ditingkatkan" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2_016), mengemukakan : 

"Tidak, saran sudah cukup untuk menunjang pekerjaan tim sehingga berkas 
Rencana Pelaksanaan Pengadaan dapat selesai dengan baik" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Tidak, sarana dan prasarana seperti yang ada pada dinas lain, hanya saja 
tergantung bagaimana pemanfaatan yang maksimal oleh tim yang bekerja" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan : 

"Tidak, permasalahan atau kendala yang ada tidak disebabkan oleh sarana 
dan prasaran yang ada, karena pekerjaan ini dapat dilaksanakan dimana 
dan kapan saja tergantung dari pelaksananya" 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah Pokja atau panitia 

masih berasal dari dinas-dinas lain yang datang pada jam kerja siang sesuai 

dengan_ SK, sehingga untuk verifikasi berkas RPP sering tidak tepat waktu, 

dikaitkan dengan responsiveness (sarana dan prasarana layanan) sebagai 

pisau analisis penelitian ini, diketahui bahwa : 

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21 Maret 2016), mengatakan : 

"Memang hams ada kemauan yang sungguh-sungguh dalam bekerja, 
walaupun sarana dan prasarananya kurang. " 
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Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Bisa jadi namun sebagai seorang yang mempunyai tanggung jaawab 
kepada pekeljaannya maka ini tidak bisa dijadikan kendala yang dapat 
menghambat" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan: 

"Tidak, pekeljaan ini harus tetap terlaksana walaupun dengan terbatasnya 
sarana penurljang, tergantung kepada integritas pelaksananya" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Benar, tapi ini teljadi karena panitia yang masih berasal dari dinas-dinas 
lain, panitia datang pada jam siang hari sesuai dengan Surat Keputusan 
Walikota, sehingga terkadang verifikasi berkas kadang membutuhkan waktu 
yang lebih" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak, yang perlu di perbaiki bukan sarana nya saja, tapi penambahan 
tenaga teknis Kantor Layanan Pengadaan yang saat ini mendesak" 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui wawancara, 

observasi dan pengumpulan dokumen-dokumen, berkaitan dengan 

responsiveness dalam pelayanan pengadaan barang/jasa di Kantor Layanan 

Pengadaan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, untuk aspek ketanggapan 

penyelenggara layanan terhadap pengguna layanan (mekanisme penanganan 

pengaduan). 

Hasil pengamatan yang dilakukan penulis, diketahui penangan 

· pengaduan dari SKPD dapat langsung di sampaikan kepada Kasi Pelayanan 

dan dapat di koordinasikan langsung oleh Sekda atau Wakil Walikota. 
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Keadaan ini terlihat juga dari pembahasan research problem penelitian yang 

telah dilakukan baik melaui wawancara, observasi maupun pengumpulan 

data-data sekunder sebagai berikut : 

Selanjutnya pembahasan temuan penelitian ini yakni rencana 

pelaksanaan pengadaan (RPP) yang disampaikan kurang lengkap, dikaitkan 

dengan responsiveness (aspek mekanisme penanganan pengaduan) sebagai 

pisau analisisnya, untuk ini diperoleh gambar hasil pengamatan sebagai 

berikut: 

Gambar4.6. 
Petugas Yang Terlibat Dalam pembuatan kelengkapan berkas lelang 

Sumber : Data Sekunder 

· Dari gambar di atas terlihat, seluruh pihak yang ikut terlibat dalam 

pembuatan kelengkapan berkas lelang telah mengikuti semua mekanisme 

yang ada, selain itu juga dilakukan wawancara dengan : 
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Kepala Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 21 Maret 2016), 

mengatakan : 

"Prosedur dan mekanisme sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu 
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah" 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22Maret 2016): 

"Be/um optimalnya mekanisme pelayanan, tim teknis dari Dinas masih 
kurang koordinasi dengan Tim Kantor Layanan Pengadaan" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Mekanisme pelayanan selama ini sudah baik tetapi masih kurangnya 
koordinasi, karena peketjaan ini melibatkan banyak pihak jadi 
memerlukan " 

. Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Tidak, mekanisme sudah benar dan sesuai dengan peraturan yang ada, 
hanya tinggal disiplin pelaksana yang perlu ditingkatkan" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Tidak, tapi kurangnya komunikasi antara pengguna dan penyedia layanan 
yang menyebabkan salah pengertian sehingga menghambat peketjaan" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak, semua aturan telah diikuti oleh semua pihak baik pengguna 
maupun penyedia layanan " 

Jadi terkait Mekanisme penyampaian berkas rencana pelaksanaan 

pengadaan (RPP), pengguna layanan berharap dapat diberikan informasi 

tentang sistem penyampaian berkas nya. 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah RPP yang 
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disampaikan oleh PPK yang dibantu tim teknis di SKPD tidak sesuai dengan 

pekerjaan yang akan di lelang, dikaitkan dengan responsiveness (mekanisme 

pelayanan) sebagai pisau analisis penelitian ini, diketahui bahwa : 

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Tidak. Mekanisme pelayanan sudah sesuai dengan aturan dan Standar 
Operasional Prosedur yang dibuat" 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Harapannya Kantor Layanan Pengadaan memberikan masukan dan 
koreksi untuk diberikan contoh berkas yang benar dan lengkap" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Mekanisme pelayanan sudah baik, hanya kurang koordinasi antara 
pengguna layanan dan penyedia layanan" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Tidak, mekanisme telah di sepakati dan dijalankan sesuai dengan aturan 
yang berlaku dan berssama-sama memberikan yang terbaik" · 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Tidak, mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk 
Pengadaan Barang/Jasa, hanya per/u meningkatkan koordinas" 
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Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan : 

"Tidak, sudah sesuai dengan Standar Operasional Dan Prosedur yang 
dibuat -dan perlu meningkatkan komunikasi antara dinas dan Kantor 
Layanan Pengadaan" 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah tim teknis di KLP 

yang menerima berkas RPP dari PPK tidak memahami isi dan 

kelengkapannya, dikaitkan dengan responsiveness (mekanisme pelayanan) 

sebagai pisau analisis penelitian ini, diketahui bahwa : 

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Mekanisme pelayanan sudah sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Tidak; namun dinas selaku pengguna layanan dan Kantor Layanan 
Pengadaan selaku penyedia layanan harus bekerjasama agar pekerjaan 
dapat selesai tepat waktu" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan: 

"Tidak perlu lagi, karena pihak yang terkait sudah memahami aturan dan 
mekanisme yang berja/an hanya terkadang perlu penyamaan tafsir tentang 
aturan yang ada" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya: 

"Tidak, mekanisme sudah dibuat atau ditetapkan oleh peraturan, kita hanya 
menjalankan mekanisme yang berlaku" 
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Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak, semua harus beljalan sesuai dengan mekanisme dan peraturan 
yang berlaku, tidak boleh menyalahi aturan" 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah Pokja atau panitia 

masih berasal dari dinas-dinas lain yang datang pada jam kerja siang sesuai 

dengan SK, sehingga untuk verifikasi berkas RPP sering tidak tepat waktu, 

dikaitkan dengan responsiveness (mekanisme pelayanan) sebagai pisau 

analisis penelitian ini, diketahui bahwa : 

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Tidak, yang harus ditingkatkan adalah koordinasi bagaimana pekeljaan 
ini dapat selesai sesuai dengan aturan yang berlaku" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Sudah sesuai, hanya kurang koordinasi antara dinas dan Kantor Layanan 
Pengadaan sehingga dapat bersinergi" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Tidak, permasalahan tersebut hanya kurangnya koordinasi diantara 
petugas yang memverifikasi berkas RPP tersebut dan kurang pahamnya 
petugas dalam memverifikasi berkas" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya: 

"Tidak, ha/ tersebut karena sudah ada Standar Operasional Pelayanan 
yang telah ditetapkan" 
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Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak, karena sudah ada SOP namun sering terjadi keterlambatan 
dikarenakan berkas verifikasi yang salah lambat dikembalikan ke SKP D" 

Berdasarkan basil penelitian di lapangan melalui wawancara, 

observasi dan pengumpulan dokumen-dokumen, berkaitan dengan 

responsiveness dalam pelayanan pengadaan barang/jasa di Kantor Layanan 

Pengadaan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, untuk aspek ketanggapan 

penyelenggara layanan terhadap pengguna layanan (penyebaran informasi). 

Hasil pengamatan yang dilakukan penulis, diketahui bentuk 

penyeQaran informasi dapat melalui surat-menyurat kepada SKPD terkait. 

Keadaan ini terlihat juga dari pembahasan research problem penelitian yang 

telah dilakukan baik melaui wawancara, observasi maupun pengumpulan 

data-data sekunder sebagai berikut : 

Selanjutnya pembahasan temuan penelitian ini yakni rencana 

pelaksanaan pengadaan (RPP) yang disampaikan kurang lengkap, dikaitkan 

dengan responsiveness (aspek penyebaran informasi) sebagai pisau 

analisisnya, untuk ini terlihat pada gambar di bawah ini : 
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Gambar4.7. 
Pertugas Yang Selalu Siap Memberikan Informasi 

Sumber : Data Sekunder 

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa informasi tentang 

perubahan aturan, kelengkapan berkas lelang dapat diperoleh secara luas. 

Hasil wawancara juga dilakukan penulis dengan : 

Kepala Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 21 Maret 2016), 

mengatakan : 

"Bisa juga, karena pengadaan terus berkembang, peraturan yang berlaku 
masih barn dan banyak yang bertambah dan berkurang" 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Um um (wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Agar ditingkatkan penyampaian informasi dan selalu meningkatkan 
pengetahuan tentang pengadaan barang/jasa" 

42842.pdf 



85 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Jnformasi disampaikan secara langsung dan jelas supaya tidak ada 
kesalahan dalam penerimaan informasi" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan: 

"Bisa jadi, karena kadang tim teknis dinas atau Pegawai Negeri Sipil 
secara umum kurang tahu tentang pengadaan barangjasa" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Benar, sebab tidak semua masyarakat mengetahui cara penggunaan dan 
pemanfaatan layanan pengadaan barang/jasa" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan : 

"Tidak, informasi bisa didapat dari berbagai sumber dan dapat di 
tingkatkan asal ada kemauan" 

Jadi terkait penyebaran informasi penyampaian berkas RPP, 

pengguna layanan berharap Pihak KLP dapat melakukan sosialisasi ke 

SKPD tentang perkembangan pengadaan, sehingga tim SKPD dapat 

mengikuti perkembangannya. 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah RPP yang 

disampaikan oleh PPK yang dibantu tim teknis di SKPD tidak sesuai dengan 

pekerjaan yang akan di lelang, dikaitkan dengan responsiveness 

(penyebaran informasi) sebagai pisau analisis penelitian ini, diketahui 

bahwa, hasihasil observasi yang dilakukan di lapangan oleh penulis terlihat 

pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 4.8. 
Sosialisasi Sebagai Wujud Penyebaran Informasi 

Sumber : Data Sekunder 

Berdasarkan gambar di atas, terlihata kegiatan sosialisasi kebijakan 

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang terjadi terkait pelayanan 

pengadaan barang/jasa di Kantor Layanan Pengadaan Kota Lubuklinggau 

Sumatera Selatan. 

Dari basil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21 Maret 2016), mengatakan: 

"Jnformasi bisa dicari baik dari internet, buku maupun langsung mengikuti 
bimbingan teknis yang sering diadakan oleh LKP P" 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 22Maret 2016): 

"Untuk dibuatkan media FGD agar dapat bertukar pikiran atau berdiskusi 
antara pengguna layanan dan penyedia layanan" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Jnformasi yang disampaikan masih kurang. Sehfngga tim teknis di dinas 
yang lain kurang mengerti tentang pengadaan barang jasa" 
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· Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Tidak, tim teknis dari dinas (Pejabat Pembuat Komitmen) masih kurang 
paham tentang pengadaan barang jasa terutama kelengkapan berkas 
Rencana Pelaksanaan Pengadaan" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya: 

"Benar, kurang telitinya Dinas atau Pejabat Pembuat Komitmen dalam 
penyampaian berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan. " 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak, kita harus terus mencari informasi yang diperlukan untuk 
menunjang pelaksanaan pekerjaan kita sendiri" 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah tim teknis di KLP 

yang menerima berkas RPP dari PPK tidak memahami isi dan 

kelengkapannya, dikaitkan dengan responsiveness penyebaran informasi 

sebagai pisau analisis penelitian ini, diketahui bahwa : 

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Jnformasi harus disebarluaskan. Sehingga semua pihak yang terlibat 
dalam pengadaan barangjasa ini mengetahuinya" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Kurang penyebaran informasi tentang pengadaan barang jasa sehingga 
terjadi perbedaan penafsiran aturan yang ada" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Tidak. Tim dari Kantor Layanan Pengadaan pasti memiliki pengetahuan 
tentang pengadaan barangjasa dan aturan yang berlaku" 
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Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Benar, tapi Kantor Layanan Pengadaan terus melakukan penambahan 
pengetahuan kepada Tim Teknis nya dengan sosialisasi tentang 
pengadaan" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak. Cuma dari }um/ah tim teknis masih kurang, sehingga terkadang 
masih ada keliru dalam memverifikasi berkas" 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah Pokja atau panitia 

masih berasal dari dinas-dinas lain yang datang pada jam kerja siang sesuai 

dengan SK, sehingga untuk verifikasi berkas RPP sering tidak tepat waktu, 

dikaitkan dengan responsiveness (penyebaran informasi) sebagai pisau 

analisis penelitian ini, diketahui bahwa : 

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21 Maret 2016), mengatakan : 

"Bukan, saya yakin panitia pengadaan bisa melaksanakan kegiatannya 
sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Bisa jadi, informasi tentang kegiatan harus jelas dan gamblang dalam 
berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan sehingga dapat di verifikasi 
dengan benar" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Tidak, dalam berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan sudah jelas dan 
disampaikan segala informasi yang diperlukan" 
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Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Benar, terkadang informasi penjelasan tentang kegiatan yang akan 
dilaksanakan masih kurang jelas, ini diperlukan panitia dalam pelaksanaan 
lelangnya" 

Tim TeknisKLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak. Jnformasi sudah disampaikan tapi memang waktu berkas Rencana 
Pelaksanaan Pengadaan disampaikan ke Kantor Layanan Pengadaan 
sering bersamaan" 

Berdasarkan basil penelitian di lapangan melalui wawancara, 

observasi dan pengumpulan dokumen-dokumen, berkaitan dengan 

responsiveness dalam pelayanan pengadaan barang/jasa di Kantor Layanan 

Pengadaan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, untuk aspek ketanggapan 

penyelenggara Iayanan terhadap pengguna layanan (biaya pelayanan). 

Hasil pengamatan yang dilakukan penulis, diketahui tidak ada 

biaya· pelayanan yang dikeluarkan pengguna layanan dalam pelayanan 

pengadaan barang/jasa di Kantor Layanan Pengadaan Kota Lubuklinggau 

Sumatera Selatan. Keadaan ini terlihat juga dari pembahasan research 

problem penelitian yang telah dilakukan baik melaui wawancara, observasi 

maupun pengumpulan data-data sekunder sebagai berikut : 

Selanjutnya pembahasan temuan penelitian ini yakni rencana 

pelaksanaan pengadaan (RPP) yang disampaikan kurang lengkap, dikaitkan 

dengan responsiveness (biaya pelayanan) sebagai pisau analisisnya, untuk 

ini telah dilakukan wawancara dengan 
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Kepala Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 21 Maret 2016), 

mengatakan : 

"Untuk pelayanan ini tidak ada biaya, segala biaya yang timbul sudah 
dianggarkan, dari honor sampai biaya a/at tu/is kantor" 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Biaya nya no/. Hanya diperlukan disiplin dan kemauan be/ajar tentang 
pengadaan barangjasa untuk memperlancar pelaksanaan" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Tidak ada permasalahan biaya dalam pelayanan. Penyampaian berkas 
Rencana Pelaksanaan Pengadaan" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Semua kegiatan ini tidak ada biaya. Semuanya sudah dianggarkan dalam 
AP BD, dari honor tim teknis dinas maupun tim Kantor Layanan 
Pengadaan" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Tidak, kalaupun ada biaya bisa di masukkan dalam anggaran (honor). 
Untuk a/at tu/is kantor bisa di anggarkan juga" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak, biaya hanya untuk ATK. Yang dibebankan dalam anggaran dinas 
masing-masing yang mempunyai kegiatan" 

Dengan demikian terkait biaya, pengguna layanan berharap sudah 

sesuai dengan peraturan, bahwa penyampaian berkas RPP tidak ada biaya 

yang diambil oleh petugas selaku pengguna layanan. 
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Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah RPP yang 

disampaikan oleh PPK yang dibantu tim teknis di SKPD tidak sesuai dengan 

pekerjaan yang akan di lelang, dikaitkan dengan responsiveness (biaya 

pelayanan) sebagai pisau analisis penelitian ini, diketahui bahwa : 

RPP yang disampaikan oleh PPK yang dibantu tim teknis di SKPD 

tidak Dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Biaya untuk Bimtek bagi tim teknis di SK.PD tidak sedikit, dan di dinas ini 
juga masih kekurangan personil sebagai pelaksana" 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Tidak ada biaya dalam penyampaian RP P. Hanya biaya transportasi dan 
itu juga sudah termasuk dalam honor" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Tidak ada permasalahan dalam biaya pelayanan. Semua sudah masuk 
dalam anggaran dinas yang mempunyai kegiatan" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Tidak. Biaya tidak ada hanya perlu kemauan dan disiplin dalam 
penyampaian berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Tidak. Biaya sudah masuk da/am anggaran Kantor layanan Pengadaan 
sebagai honor untuk Tim teknis dan panitia pengadaan" 
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Tim TeknisKLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak. Berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang dibuat oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen dan tim nya tidak ada biaya" 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah tim teknis di KLP 

yang menerima berkas RPP dari PPK tidak memahami isi dan 

kelengkapannya, dikaitkan dengan responsiveness (biaya pelayanan) 

sebagai pisau analisis penelitian ini, diketahui bahwa : 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Bukan. Biaya pelayanan tidak ada, namun harus disiapkan anggaran 
untuk peningkatan pengetahuan tim teknis baik pengguna maupun penyedia 
layanan" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Tidak, namun perlu dianggarkan untuk penambahan pengetahuan tim 
teknis dan semua pihak yang terlibat" 

· Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya: 

"Tidak, berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan tidak memerlukan biaya 
hanya perlu kemauan dan disiplin untuk menyelesaikannya" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan : 

"Tidak. Tapi anggaran untuk bimbingan teknis tentang pengadaan barang 
jasa harus terus dianggarkan agar dapat menambah ilmu dan pengetahuan 
para pelaku pengadaan" 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah Pokja atau panitia 

masih berasal dari dinas-dinas lain yang datang pada jam kerja siang sesuai 
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dengan SK, sehingga untuk verifikasi berkas RPP sering tidak tepat waktu, 

dikaitkan dengan responsiveness (biaya pelayanan) sebagai pisau analisis 

penelitian ini, diketahui bahwa : 

Wawancara dengan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota 

Lubuklinggau Sumatera Selatan (wawancara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Bukan. Biaya yang dikeluarkan sudah dianggarkan oleh dinas terkait 
sebagai honor dan untuk biaya a/at tu/is kantor" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 

23Maret 2016): 

"Tidak. Biaya pelayanan tidak ada, tapi biaya itu sudah dianggarkan oleh 
Kantor Layanan Pengadaan sebagai honor" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Tidak, sebaiknya biaya dialihkan untuk peningkatan kualitas sumber daya 
manusianya selaku pelaku pengadaan" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak. Tapi jika ada anggaran lebih bisa dilaihkan ke anggaran 
penambahan personil tim teknis Kantor Layanan Pengadaan" 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui wawancara, 

observasi dan pengumpulan dokumen-dokumen, berkaitan dengan 

responsiveness dalam pelayanan pengadaan barang/jasa di Kantor Layanan 

Pengadaan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, untuk aspek ketanggapan 

penyelenggara layanan terhadap pengguna layanan (prosedur pelayanan). 

Hasil pengamatan yang dilakukan penulis, diketahui prosedur 

pelayanan yang ada sudah sesuai degan aturan yang ada. Keadaan ini 

42842.pdf 



94 

terlihat juga dari pembahasan research problem penelitian yang telah 

dilakukan baik melaui wawancara, observasi maupun pengumpulan data-

data sekunder sebagai berikut : 

Selanjutnya pembahasan temuan penelitian ini yakni rencana 

pelaksanaan pengadaan (RPP) yang disampaikan kurang lengkap, dikaitkan 

dengan responsiveness (prosedur pelayanan) sebagai pisau analisisnya, 

untuk ini diperoleh gambar sebagai berikut : 

Gambar4.9. 
Koordinasi Diantara Petugas 

Sumber : Data Sekunder 

Berdasarkan gambar di atas, terlihat adanya koordinasi harus selalu 

· ditingkatkan untuk menyatukan pemahaman aturan-aturan yang berlaku. 

Selain data ini, diperoleh juga data hasil wawancara dengan Kepala Kantor 

Layarian Pengadaan (wawancara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Prosedur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tinggal 
meningkatkan disiplin para pelaku pengadaan, baik mas/ah aturan maupun 
target waktu" 
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Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Prosedur sudah baik tapi koordinasinya kurang intens, hanya perlu 
meluangkan waktu untuk berkoordinasi" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Prosedur pelayanan dapat dipertegas dan dipersingkat. Sehingga waktu 
yang di tetapkan dapat tercapai dengan kualitas yang bagus" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Tidak, karena prosedur sudah baku diatur dalam Peraturan presiden dan 
Peraturan kepala LKPP hanya perlu inovasi dari para pelaku pengadaan" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Tidak, prosedur sudah ada sudah sesuai dengan Standar Operasional dan 
Prosedur namun masih perlu inovasi" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak. Standar Operasional dan Prosedurnya sudah jelas dan harus 
sesuai dengan peraturan presiden yang berlaku" 

· Jadi terkait prosedur, pengguna layanan berharap prosedur sudah 

sesuai dengan peraturan dan dapat dijalanakan dengan baik. 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah RPP yang 

disampaikan oleh PPK yang dibantu tim teknis di SKPD tidak sesuai dengan 

pekerjaan yang akan di Jelang, dikaitkan dengan responsiveness (prosedur 

pelayanan) sebagai pisau analisis penelitian ini, diketahui bahwa : 
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Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Pelayanan masih bisa ditingkatkan. Dengan koordinasi yang intens antara 
Pejabat Pembuat Komitmen dan tim Kantor Layanan Pengadaan" 

· Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Pelayanan sudah cukup baik. Untuk kekurangan kelengkapan Rencana 
Pelaksanaan Pengadaan dapat di lengkapi secara bertahap" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Prosedur pelayanan dapat dipersingkat agar dapat mempermudah dalam 
pelayanan, dan dapat lebih prima sesuai dengan aturan" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Tidak, pe/ayanan dapat dirasakan telah sesuai. Dengan aturan dan 
standar operasional prosedur Kantor Layanan Pengadaan" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Tidak, Kantor Layanan Pengadaan terns meningkatakan pe/ayanan baik 
secara teknis maupun non teknis" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak, sudah sesuai dengan Standar Operaasional Prosedur Kantor 
Layanan Pengadaan Kata Lubuklinggau" 

Selain wawancara yang telah dilakukan, diperoleh juga basil 

pengamatan yang terwujud pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 4.10 
Proses Penyerahan Berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan 

Sumber : Data Sekunder 

Berdasarkan gambar di atas, terlihat aktifitas Pejabat Pembuat 

Komitmen menyerahkan berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada 

Tim T-eknis KLP yang terjadi di Kantor Layanan Pengadaan Kota 

Lubuklinggau Sumatera Selatan. 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah tim teknis di KLP 

yang menerima berkas RPP dari PPK tidak memahami isi dan 

kelengkapannya, dikaitkan dengan responsiveness (prosedur pelayanan) 

sebagai pisau analisis penelitian ini, diketahui bahwa, hasil wawancara 

dengan Kepala Kantor (wawancara, 21Maret 2016): 

"Prosedur sudah sesuai mungkin cuma perlu inovasi dari pelaksana pelaku 
pengadaan barangjasa." 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Tidak, sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan Standar 
operasional prosedur namun kalau bisa tidak kaku" 
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Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya : 

"Tidak, karena Kantor Layanan Pengadaan sendiri telah mempunyai 
Standar Operasional Prosedur namun masih perlu peningkatan" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak. Semua yang dilakukan adalah tahapan-tahapan yang sesuai dengan 
peraturan presiden yang menjadi landasan dalam pengadaan barangjasa" 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah Pokja atau panitia 

masih berasal dari dinas-dinas lain yang datang pada jam kerja siang sesuai 

dengan SK, sehingga untuk verifikasi berkas RPP sering tidak tepat waktu, 

dikaitkan dengan responsiveness (prosedur pelayanan) sebagai pisau analisis 

penelitian ini, diketahui bahwa : 

Hasil wawancara denngan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Pelayanan masih bisa ditingkatkan lagi, semng dengan meningkatnya 
pengetahuan para pelaku pengadaan di Kota Lubuklinggau" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengemukakan : 

"Tidak. Panitia yang dibentuk sudah sesuai dengan Surat Keputusan 
Wal ikota Lubuklinggau, dan ini memang sesuai dengan peraturan " 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

memberikan pendapatnya: 

"Tidak. Panitia masih berdinas di dinas yang lain adalah sesuai dengan SK 
Walikota, ini dikarenakan masih kurangnya pelaku pengadaan" 

42842.pdf 



99 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan : 

"Tidak, sudah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau yang 
menunjuk dan mengangkat panitia dari Dinas lain" 

2. Responsibility 

Secara teoritis, konsep responsibility menjelaskan sejauhmana 

penyelenggaraan pelayanan dilakukan mengikuti atau taat dengan hukum, 

peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Lebih detail lagi, berkaitan 

dengan responsibility yang dikutip penulis dalam buku Levine ( 1990: 189-

190) menjelaskan sebagai berikut: pertama, sementara responsiveness 

adalah para pejabat pemerintah memenuhi permintaan dan tuntutan warga, 

responsibility menyiratkan bahwa mereka akan mematuhi nilai-nilai 

eksplisit Gelas atau tegas) dan implisit (tersirat) administrasi dan kebijakan 

yang tepat. Pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab seyogyanya 

mengetahui hukum ataupun peraturan yang ada dan memiliki keyakinan 

tentang administrasi yang tepat dari program mereka. Konsep dari peran ini 

dan perilaku pegawai negeri sipil jika didekati dengan pemikiranya Weber 

dan pemikiran Wilson mengenai .birokrasi publik sebagai tindakan sinus ac 

Irae s_tudio (tanpa kedengkian atau penyimpangan) dalam hukum 

administrasi yang tepat. Berdasarkan konsep ini, para administrator dapat 

membuat keputusan-keputusan tanpa terus-menerus memperhatikan opini 

publik, pengalaman atau keahlian dan komentator hukum daripada 

pertimbangan politik yang cepat atau langsung dan yang utama. Kedua, 

seperti halnya responsiveness, responsibility dapat dilakukan sebagai 

perbuatan yang berlebihan. Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi terlalu 
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yakin akan kemampuan khas mereka untuk membedakan kepentingan 

masyarakat. Mereka dapat mengasumsikan yang terburuk tentang siapa saja 

yang tidak setuju dengan penafsiran mereka berkaitan dengan tujuan dari 

sebuah program sehingga mereka tidak setuju atau menolak. 

"merepresentasikan yang sempit, kepentingan mementingkan diri sendiri. 

Apakah "menghalangi," atau "tidak berpengetahuan". Sedangkan petugas 

menanggapi berlebihan terlalu mudah menyetujui tuntutan warga negara 

atau masyarakat, tanggung jawab yang berlebihan menyebabkan para 

administrator kurang memiliki fleksibilitas atau kelenturan. Berdasarkan 

uraian di atas, maka dalam konteks penelitian ini responsibility menjelaskan 

sejauhmana penyelenggaraan pelayanan dilakukan mengikuti atau taat 

dengan hukum, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan basil penelitian di lapangan melalui wawancara, 

observasi dan pengumpulan dokumen-dokumen, berkaitan dengan 

responsibility dalam pelayanan pengadaan barang/jasa di Kantor Layanan 

Pengadaan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, untuk aspek Pemahaman 

terhadap aturan-aturan. 

Hasil pengamatan yang dilakukan penulis, diketahui bagi pengguna 

dan penyelenggara harus dapat memahami peraturan yang berlaku dalam 

proses pengadaan. Keadaan ini terlihat dari pembahasan research problem 

penelitian yang telah dilakukan baik melaui wawancara, observasi maupun 

pengumpulan data-data sekunder sebagai berikut : 

Salah satu · pembahasan temuan penelitian ini adalah rencana 

pelaksanaan pengadaan (RPP) yang disampaikan kurang lengkap, dikaitkan 
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dengan responsibility (aspek pemahaman terhadap aturan-aturan) sebagai 

pisau analisisnya untuk ini, dari basil wawancara dengan Kepala Kantor 

Layanan Pengadaan (wawancara, 21 Maret 2016), mengatakan : 

"Setiap tahun dunia pengadaan berkembang, mungkin ada perubahan­
perubahan atau penambahan-penambahan" 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan: 

"Tidak, dalam penyampaian RPP sudah aturan tentang syarat-syarat 
kelengkapan RP P. " 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengatakan : 

"Tidak, hanya kurang koordinasi antara SK.PD dengan petugas verifikasi 
RPP Kantor Pelayanan Pengadaan." 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"Tidak, sudah ada aturan yang mengatur tentang kelengkapan RPP namun 
dari SK.PD masih beranggapan RPP bisa dilengkapi oleh Pokja KLP." 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

mengungkapkan : 

"Tidak, karena aturannya sudah ada, namun berkas RP P dianggap kurang 
penting seperti syarat-syarat kontrak yang dibelakukan. " 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak, karena sudah ada aturannya dan Kantor Layanan Pengadaan telah 
membuat surat edaran terkait kelengkapan RPP tersebut." 

Berdasarkan basil wawancara ini, terkait kelengkapan RPP, 

pengguna layanan berbarap : (1). Adanya pengawasan yang baik dari 
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pengguna layanan. (2) Adanya penyebaran informasi ke SKPD tentang 

pembuatan RPP (3) Mekanisme sudah sesuai dengan aturan. 

Masih membahas tentang rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) 

yang disampaikan kurang lengkap, dikaitkan dengan responsibility (aspek 

pemahaman terhadap aturan-aturan) sebagai pisau analisisnya untuk ini, dari 

hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 

21 Maret 2016), mengatakan : 

"Peraturan adalah pemahaman masing-masing, ini yang perlu disamakan, 
sehingga tidak terjadi miss koordinasi" 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Tidak, hanya kurang koordinasi antara petugas verifikasi Rencana 
Pelaksanaan Pengadaan dengan SKPD." 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan: 

"Ya, masih adanya pengguna layanan yang masih kurang memahami 
tentang pengadaan barang dan jasa. " 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

mengu~gkapkan : 

"Tidak, hanya kurangnya pemahaman terkait pengadaan barang dan jasa 
dari pengguna layanan." 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah RPP yang 

disampaikan oleh PPK yang dibantu tim teknis di SKPD tidak sesuai dengan 

pekerjaan yang akan di lelang, dikaitkan dengan responsibility (aspek 

pemahaman terhadap aturan-aturan), sebagai pisau analisis penelitian ini, 

diketahui bahwa : 
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. Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Ada beberapa pelaksana pelayanan yang kurang paham dengan petunjuk 
teknis pengadaan barang danjasa." 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengatakan : 

"Tidak hanya perlu koordinasi baik antara petugas verifiKasi Kantor 
Layanan Pengadaan maupun dengan SKP D lain at au pengguna layanan. " 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan: 

"Ya, sangatjelas banyak orang yang terlibat baik Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen maupun ca/on penyedia. " 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

mengungkapkan : 

"Tidak, sudah ada aturan-aturan yang dapat dipelajari oleh PPTK, PPK, 
maupun ca/on penyedia selaku pengguna layanan. " 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah tim teknis di KLP 

yang menenma berkas RPP dari PPK tidak memahami isi dan 

kelengkapannya, dikaitkan dengan responsibility (aspek pemahaman 

terhadap aturan-aturan), sebagai pisau analisis penelitian ini, diketahui 

bahwa: 

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Seharusnya tim Kantor Layanan Pengadaan sudah mengerti kelengkapan­
kelengkapan berkas yang diperlukan untuk pelelangan. " 
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Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengatakan : 

"Tidak, tim teknis Kantor Layanan Pengadaan yang menerima berkas 
sudah dapat memverifikasi berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan 
dengan baik. " 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"Ya, tim teknis Kantor Layanan Pengadaan yang menerima berkas masih 
kurang memahami proses verifikasi RPP yang diserahkan oleh SKPD." 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

mengungkapkan : 

"Tidak, hanya karena tim teknis tidak membidangi berkas pekerjaan 
tersebut. " 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak, sudah cukup baik namun masih perlu adanya pelatihan teknis 
terhadap verifikator RP P supaya semakin baik lagi. " 

Terkait tim teknis KLP yang belum memahami isi dan kelengkapan 

berkas, sebaiknya diperlukan (1) peningkatan pengetahuan tim teknis KLP 

(2) penambahan personil tim teknis KLP. 

Masih membahas mengenai Pembahasan temuan penelitian lainnya 

adalah tim teknis di KLP yang menerima berkas RPP dari PPK tidak 

memahami isi dan kelengkapannya, dikaitkan dengan responsibility (aspek 

pemahaman terhadap aturan-aturan), sebagai pisau analisis penelitian ini, 

diketahui dari hasil wawancara dengan 
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Kepala Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 21 Maret 2016), 

· mengatakan : 

"Pengguna layanan terutama PPK dan ca/on penyedia harus terus be/ajar 
tentang pengadaan barang dan jasa. " 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengatakan : 

"Tidak, hanya kurang koordinasi antara petugas verifiKasi Kantor Layanan 
Pengadaan dengan pengguna layanan terutama dengan SKPD." 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan: 

"Ya, tim teknis Kantor Layanan Pengadaan yang menerima berkas masih 
kurang memahami proses verifikasi RP P yang diserahkan oleh SKP D. " 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

mengungkapkan : 

"Tidak, tim teknis Kantor Layanan Pengadaan yang menerima berkas RPP 
sudah sesuai dengan tugasnya sebagai verifikator. " 

Pembahasan temuan penelitian lainnya adalah Pokja atau panitia 

masih berasal dari dinas-dinas lain yang datang pada jam kerja siang sesuai 

dengan SK, sehingga untuk verifikasi berkas RPP sering tidak tepat waktu, 

dikaitkan dengan responsibility (aspek pemahaman terhadap aturan-aturan), 

sebagai pisau analisis penelitian ini, diketahui bahwa : 

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21 Maret 2016), mengatakan: 

"Pihak Panitia Pengadaan Barang dan Jasa juga harus terus memberikan 
masukan-masukan kepada tim SKPD." 
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Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengatakan : 

"Ya, Hal terse but terjadi akibat panitia pengadaan barang dan jasa yang 
masih berasal dari SKPD lain yang bisa datang pada siang hari." 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"Ya, karena petugas verifikasi harus ditambah dan harus mengikuti 
pelatihan-pelatihan teknis terkait pengadaan barang danjasa." 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

mengungkapkan : 

"Ya, Panitia pengadaan barang danjasa yang ada sekarang masih berasal 
dari SKP D lain. " 

Jadi terkait Verifikasi berkas RPP yang terlalu lama, atas keadaan 

ini terlihat bahwa (1) Panitia lelang agar dapat selalu di KLP (2) 

Penambahan personil tim teknis KLP. 

Pembahasan temuan penelitian tentang RPP yang disampaikan 

kurang lengkap, dikaitkan dengan responsibility (aspek target pelayanan), 

sebagai pisau analisis penelitian ini, diketahui bahwa : 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Memang setiap pelaksana harus bisa saling mengisi, kalau pengguna 
layanan ada kekurangan maka itu bisa dibicarakan, sehingga pelayanan 
tidak terhambat. Jadi kita sama-sama bekerjasama untuk meningkatkan 
pelayanan" 
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Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"Ya,jika sesuai aturan dan semuafaham harusnya tidak akan menghambat 
proses lelang. " 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

mengungkapkan : 

"Telah dijadikan target dan akan diadakannya sosialisasi mengenai 
permasalahan tersebut. Jadi, akibat target tak terpenuhi, menjadikan 
pelayanan terhambat, ini benar adanya, dan akan dilaksanakan sosialisai 
mengenai permasalahan terse but" 

Pembahasan temuan penelitian tentang tim teknis di KLP yang 
I 

menerima berkas RPP dari PPK tidak memahami isi dan kelengkapannya, 

dikaitkan dengan responsibility (aspek target pelayanan), sebagai pisau 

analisis penelitian ini, diketahui dari basil wawancara dengan Kepala Kantor 

Layanan Pengadaan (wawancara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Hal tersebut terjadi karena keterbatasan personil untuk memverifikasi 
berkas RP P serta terbatasnya anggaran dalam mengikutsertakan staf KLP 
untuk mengikuti pelatiha teknis. " 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Ya, tetapi SKPD akan menyiapkan dana untuk mengikutsertakan staf 
teknisnya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis. " 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengatakan : 

"Tidak, Berkas RPP yang diverifikasi oleh petugas verifikator KLP hanya 
sebatas kelengkapan ada atau tidaknya. " 
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Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"Ya, tim teknis KLP yang menerima berkas RPP kurang memahami isi dari 
RP P sehingga terkadang masih bertanya ke panitia pengadaan barang dan 
jasa. " 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

mengungkapkan : 

"Ya, kekurangan tim teknis KLP kurang mengetahui isi dari berkas RPP 
dan hanya melihat berkas terse but ada atau tidak." 

Pembahasan temuan penelitian tentang Pokja atau panitia masih 

berasal dari dinas-dinas lain yang datang pada jam kerja siang sesuai dengan 

SK, sehingga untuk verifikasi berkas RPP sering tidak tepat waktu., 

dikaitkan dengan responsibility (aspek target pelayanan), sebagai pisau 

analisis penelitian ini, diketahui bahwa : 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawa~cara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Mungkin panitia harus menyiapkan tenaga pendukung untuk 
memperlancar pekerjaannya. 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengatakan : 

"Tidak, panitia pengadaan barang dan jasa walaupun dari SKP D lain tidak 
mempengaruhi kinerja untuk pelelangan, karena sudah terbagi menjadi 3 
Pokjayang membidangi masing-masing SKPD." 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"Ya, lebih baik panitia pengadaan barang dan jasa harus berasal dari 
Kantor Layanan Pengadaan agar setiap saat diperlukan. " 
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Pembahasan temuan penelitian tentang RPP yang disampaikan 

kurang. lengkap, dikaitkan dengan responsibility (sanksi atas pelanggaran), 

sebagai pisau analisis penelitian ini, diketahui dari hasil wawancara dengan 

Kepala Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 21 Maret 2016), 

mengatakan : 

"Tidak, ada pe/anggaran namun berkas yang tidak lengkap hanya 
dikembalikan ke SKP D terkait. " 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Tidak, berkas RP P hanya dikembalikan oleh KLP ke SKP D yang 
menyerahkan RP P sehingga konsekuensinya kegiatan pelelalngan akan 
terhambat. " 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengatakan : 

"Tidak, hanya permasalahan tersebut hanya proses pele/angannya akan 
tertunda akibat kesa/ahan ataupun kekurangan kelengkapan Rencana 
Pelaksanaan Pengadaan. " 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"Tidak, bukan pelanggaran, Cuma menghambat proses, bukan delik 
pelanggaran yang harus di sanksi" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

mengungkapkan : 

"Tidak, sanksi yang dikenakan hanya pengembalian berkas Rencana 
Pelaksanaan Pekerjaan yang telah disampaikan" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak, hanya saja berkas Rencana Pelaksanaan Pekerjaan dikemba/ikan 
ke SKPD sehingga menghambat proses pe/e/angan." 
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Pembahasan temuan penelitian tentang RPP yang disampaikan oleh 

PPK yang dibantu tim teknis di SKPD tidak sesuai dengan pekerjaan yang 

akan di lelang, dikaitkan dengan responsibility (pelanggaran terhadap 

aturan), sebagai pisau analisis penelitian ini, diketahui dari hasil wawancara 

dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 21 Maret 2016), 

mengatakan : 

"Tidak ada pelanggaran namun akan menghambat proses pelelangan 
akibat kesalahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan. " 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Tidak, namun proses pelelangan akan tertunda karena Rencana 
Pelaksanaan Pekerjaan yang salah atau kurang lengkap. " 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengatakan : 

"Tidak, karena kesalahan tersebut hanya administrasi dan secepatnya 
harus diperbaiki dan dilengkapi agar proses pelelangan tidak tertunda. " 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"Tidak, apabila ada Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang kurang maka 
berkasnya akan dikembalikan. " 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

mengungkapkan : 

"Tidak, hanya perlu perbaikan dan ketelitian dalam permasalahan berkas 
Rencana Pelaksanaan Pekerjaan. " 

Pembahasan temuan penelitian tentang tim teknis di KLP yang 

menerima berkas RPP dari PPK tidak memahami isi dan kelengkapannya, 

42842.pdf 



111 

dikaitkan dengan responsibility (pelanggaran terhadap aturan), sebagai pisau 

analisis penelitian ini, diketahui bahwa : 

Diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan 

Pengadaan (wawancara, 21 Maret 2016), mengatakan : 

"Tidak ada sanksi, namun apabila RPP yang disampaikan terdapat 
kekurangan maka akan menghambat proses pelelangan akibat kesalahan 
Rencana Pelaksanaan Pengadaan. " 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Tidak, tetapi tahapan pelelangan akan tertunda akibat dari kesalahan 
Rencana Pelaksanaan Pekerjaan. " 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengatakan : 

"Tidak, karena kesalahan tersebut hanya administrasi dan secepatnya 
harus diperbaiki dan dilengkapi agar proses pelelangan tidak tertunda. " 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"Tidak, Cuma menghambat proses lelang, tidak perlu sanksi, hanya berkas 
Rencana Pelaksanaan Pengadaan terse but dikembalikan. " 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

mengungkapkan : 

"Tidak, hanya perlu pelatihan bagi Tim Teknis baik dari SKPD terutama 
PPK dan verifikator RPP agar tidak terjadi lagi kesa/ahan." 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Tidak, apabila ada Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang kurang maka 
berkasnya akan dikemba/ikan. " 
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Pembahasan temuan penelitian tentang pokja atau panitia masih 

berasal_ dari dinas-dinas lain yang datang padajam kerja siang sesuai dengan 

SK, sehingga untuk verifikasi berkas RPP sering tidak tepat waktu., 

dikaitkan dengan responsibility (pelanggaran terhadap aturan), sebagai pisau 

analisis penelitian ini, diketahui bahwa : 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengatakan: 

"Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang berasal dari dinas-dinas lain 
tidak mempengaruhi proses pelelangan karena sudah terbagi menjadi 3 
kelompok kerja. " 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Tidak, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa memang dari dinas-dinas lain 
namun tidak berpengaruh pada proses pelelangan. " 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengatakan : 

"Ya, lebih baik panitia pengadaan barang dan jasa harus berasal dari 
Kantor Layanan Pengadaan agar setiap saat diperlukan. " 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"Ya, panitia harus menyiapkan tenaga pendukung untuk memperlancar 
pekerjaannya." 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

mengungkapkan : 

"Tidak, panitia pengadaan barang danjasa walaupun dari SKPD lain tidak 
mempengaruhi kinery·a untuk pelelangan, karena sudah terbagi menjadi 3 
Pokjayang membidangi masing-masing SKPD." 
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3. Accountability 

Pemahaman tentang konsep accountability menjelaskan kesesuaian 

antara _proses penyelenggaraan pelayanan dengan nilai-nilai atau norma­

norma yang berkembang di masyarakat selaku penguna layanan. Lebih 

detail, berkaitan dengan accountability, yang dikutip penulis dalam buku 

Levine (1990:190) menjelaskan sebagai berikut: accountability 

menyiratkan bahwa pegawai negeri sipil (penyelenggara pelayanan) pada 

akhimya hams menjawab kepada pejabat publik yang dipilih rakyat (DPR). 

Hal ini merupakan. konsep tertinggi dari demokrasi, sebuah metode 

pengawasan pegawai negeri sipil dengan membuat mereka tunduk kepada 

kehendak pejabat publik yang dipilih rakyat (DPR). Accountability tumpang 

tindih dengan responsibility yaitu penekanannya terhadap birokrasi dalam 

menghormati hukum atau peraturan yang disahkan oleh Kongres (DPR) dan 

ditandatangani oleh presiden. Hal ini juga mengimplikasikan umumnya 

daya tanggap organisasi (responsiveness) memenuhi keinginan pejabat yang 

dipilih rakyat (DPR) daripada sikap respek pada keahlian dan penilaian 

pegawai negeri sipil. Akuntabilitas mengharuskan menggunakan 

pengawasan masyarakat adalah yang sangat substansial atau sangat penting 

lebih dari pejabat yang dipilih rakyat (DPR) melalui pemungutan suara 

ataupun dengan cara lainnya. 

Accountability cenderung untuk menyajikan demokrasi terbaik 

ketika para administrator mengantisipasi keinginan yang sah dari pejabat 

yang dipilih rakyat dan mengatur perilaku mereka agar sesuai. Jika 

akuntabilitas mengharuskan hukuman yang tetap untuk suatu kesalahan, hal 
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ini dapat menyisakan warisan perilaku birokrasi yang tidak pantas yang 

mungkin ditimbulkan dapat merugikan yang substansial (besar) di warga 

negara. Kerugian seperti itu dari waktu ke waktu dapat melemahkan 

legitimasi atau keabsahan pemerintah. Upaya untuk memastikan bahwa 

akuntabilitas bukan merupakan berkah yang sempuma, mereka dapat 

meningkatkan kelesuan birokrasi. James Fasler telah mengamati, 

"menciptakan banyak sekali kontrol negatif menimbulkan suasana 

ketidakpercayaan yang menyebar luas, yang dapat menurunkan moral 

mereka dimana kita mengandalkan mereka untuk pencapaian program 

publik". Catatan dia bahwa "kontrol ekstemal untuk administrasi dapat 

menggantikan atau melemahkan kontrol administratif internal". Dengan 

meningkatkan persyaratan untuk meninjau usulan keputusan, mereka 

meningkatkan pita merah, tindakan penundaan dan mungkin 

'tanggungjawab administrasi membosankan untuk masyarakat" dalam 

pembuluh yang berhubungan. Nonet berpendapat bahwa penekanan pada 

akuntabilitas menyebabkan orang menyusuri jalan menuju formalitas dan 

legalisme. Dengan demikian, keinginan untuk akuntabilitas harus 

mempertimbangkan daya tanggap dan kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan kebijakan secara efisien dan efektif. Dalam konteks penelitian ini 

accountability menjelaskan kesesuaian antara proses penyelenggaraan 

pelayanan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berkembang di 

masyarakat selaku penguna layanan. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui wawancara, 

observasi dan pengumpulan dokumen-dokumen, berkaitan dengan 
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accountability dalam pelayanan pengadaan barang/jasa di Kantor Layanan 

Pengadaan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, untuk aspek pertama 

pertangungjawaban penyelenggara layanan terhadap pengguna layanan 

terkait nilai dan norma yang berlaku. 

Hasil pengamatan yang dilakukan penulis, diketahui KLP hanya 

menjalankan proses, semua barkas ada di SKPD dan menjadi tanggung 

jawab pengguna. Keadaan ini terlihat dari pembahasan research problem 

penelitian yang telah dilakukan baik melaui wawancara, observasi maupun 

pengumpulan data-data sekunder sebagai berikut : 

Salah satu pembahasan temuan penelitian ini adalah rencana 

pelaks~naan pengadaan (RPP) yang disampaikan kurang lengkap, dikaitkan 

dengan accountability (aspek pertangungjawaban penyelenggara layanan 

terhadap pengguna layanan terkait nilai dan norma yang berlaku) sebagai 

pisau apalisisnya untuk ini, wawancara yang telah dilakukan penulis dengan 

Kepala Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 21 Maret 2016), 

mengungkapkan komentamya : 

"SK.PD bertanggung jawab penuh untuk kelengkapan berkas, berkas tidak 
lengkap maka tidak akan dilelang oleh panitia" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Iya, tapi ini terjadi juga karena Pejabat Pembuat Komitmen yang terlalu 
banyak pegang kegiatan sehingga terkadang Rencana Pelaksanaan 
Pengadaan yang disampaikan kurang lengkap" 
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Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"Tidak, ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dari tim teknis Pejabat 
Pembuat Komitmen yang bertugas melengkapi berkas Rencana 
Pelaksanaan Pengadaan" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016): 

"Benar. Ada sebagian dari tim teknis dan juga Pejabat Pembuat Komitmen 
yang menganggap bahwa berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan ini 
tidak penting" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016): 

"Ya. Berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan dianggap hanya sebatas 
ke/engkapan saja, padahal ini adalah berkas yang penting untuk 
pengadaan" 

Jadi dengan keadaan ini dapatlah ditangkum bahwa terkait hal ini 

ada 3 hal yang perlu diperhatikan (1) Adan ya pengawasan yang baik dari 

pengguna layanan. (2) Adanya penyebaran informasi ke SKPD tentang 

pembu~tan RPP (3) Mekanisme sudah sesuai dengan aturan 

Selanjutnya pembahasan temuan penelitian ini yakni RPP yang 

disampaikan oleh PPK yang dibantu tim teknis di SKPD tidak sesuai dengan 

pekerja.an yang akan di lelang., dikaitkan dengan accountability (aspek 

pertangungjawaban penyelenggara layanan terhadap pengguna layanan 

terkait nilai dan norma yang berlaku) sebagai pisau analisisnya, untuk ini 

diperoleh data hasil wawancara seperti di bawah ini : 

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengungkapkan komentamya: 

"Bukan. Ini terjadi bukan karena sistem pertanggungjawaban yang ada tapi 
karena kurangnya pengetahuan para pe/akunya" 
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Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"iya, pertanggungjawaban yang ada masih be/um begitu besar, sehingga · 
terkadang terkesan berkas yang disampaikan seadanya" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan: 

"Tidak, Rencana Pelaksanaan Pengadaan masih be/um sempurna karena 
kurangnya pengetahuan dari tim teknis" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016): 

"Tidak, hanya kurang pemahaman jenis pekeJjaan yang disampaikan dan 
kelengkapan berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan 
aturan yang ada" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016): 

"Ya, pertanggungjawaban dari masing-masing pihak sangat penting demi 
tercapainya tujuan pekeljaan yang akan dilaksanakan" 

Jadi, tererkait keadaan ini, maka poin penting yang digarisbawhi 

adalah (a) Peningkatan pengetahuan tim teknis SKPD (b) Koordinasi yang 

harmonis ( c) Penyiapan media untuk berkoordinasi ( d) Penambahan sarana 

dan prasarana untuk menunjang pekerjaan. 

Selanjutnya pembahasan temuan penelitian ini yakni tim teknis di 

KLP yang menerima berkas RPP dari PPK tidak memahami isi dan 

kelengkapannya, dikaitkan dengan accountability (aspek 

pertangungjawaban penyelenggara layanan terhadap pengguna layanan 

terkait nilai dan norma yang berlaku) sebagai pisau analisisnya, untuk ini 

diperoleh data hasil wawancara seperti di bawah ini : 
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Wawancara penulis dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengungkapkan komentamya: 

"Tanggung jawab ada, tapi perlu ditingkatkan lagi dan perlu adanya 
kesadaran masing-masing pihak, tidak terlalu kaku dengan peraturan" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 

2016), ~engungkapkan : 

"Ya. Diharapkan semua pihak dapat menjalankan sesuai dengan tugasnya 
dan dapat meningkatkan rasa tanggungjawabnya" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"Tidak. Tim teknis yang menerima berkas baru sebatas menerima be/um 
memverifikasi kelengkapannya dan kebenarannya" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016): 

"Tidak, karena kurang pemahaman dari Tim Teknik yang tidak membidangi 
berkas pekerjaan yang akan dilaksanakan" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016): 

"Tidak, semua yang dibuat o!eh Pejabat Pembuat Komitmen adalah 
tanggungjawab dari yang bersangkutan" 

Dengan keadaan ini di lapangan maka 2 ha! yang dapat dicatat 

yakni ; (1) peningkatan pengetahuan tim teknis KLP (2) Penambahan 

personil tim teknis KLP. Selanjutnya pembahasan temuan penelitian ini 

yakni Pokja atau panitia masih berasal dari dinas-dinas lain yang datang 

pada jam kerja siang sesuai dengan SK, sehingga untuk verifikasi berkas 

RPP sering tidak tepat waktu, dikaitkan dengan accountability (aspek 

pertangungjawaban penyelenggara layanan terhadap pengguna layanan 

terkait nilai dan norma yang berlaku) sebagai pisau analisisnya, untuk ini 

diperoleh data basil wawancara seperti di bawah ini : 
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Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Layanan 

Pengadaan (wawancara, 21 Maret 2016), mengungkapkan komentarnya : 

"Bukan Karena memang apa yang dilakukan oleh panitia sudah sesuai 
dengan Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Yaa. Biar bagaimanapun panitia bertanggung jawab atas keterlambatan 
verifikasi berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"Tidak. Keterlambatan yang terjadi bukan karena panitia tidak 
bertanggung jawwab tapi terkadang berkas Rencana Pelaksanaan 
Pengadaan nya yang tidakjelas" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016): 

"Tidak, hanya kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pengguna 
layanan dan penyedia layanan" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016): 

"Tidak Panitia dan seluruh tim Kantor Layanan Pengadaan sudah 
melaksanakan tugasnya dengan seluruh kemampuannya" 

Jadi, terkait verifikasi berkas RPP yang terlalu lama ini, maka (1) 

Panitia lelang agar dapat selalu di KLP (2) Penambahan personil tim 

teknis KLP, adalah hal yang penting untuk di garisbawahi. 

Berdasarkan basil penelitian di lapangan melalui wawancara, 

observasi dan pengumpulan dokumen-dokumen, berkaitan dengan 

accountability dalam pelayanan pengadaan barang/jasa di Kantor Layanan 

Pengad_aan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, untuk aspek kedua acuan 
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pelayanan yang dipergunakan petugas. 

Keadaan ini terlihat dari pembahasan research problem penelitian 

yang telah dilakukan baik melaui wawancara, observasi maupun 

pengumpulan data-data sekunder sebagai berikut : 

· Temuan penelitian ini adalah rencana pelaksanaan pengadaan 

(RPP) yang disampaikan kurang lengkap, dikaitkan dengan accountability 

(aspek pertangungjawaban penyelenggara layanan terhadap pengguna 

layanan terkait nilai dan norma yang berlaku) sebagai pisau analisisnya 

untuk ini, dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengungkapkan komentamya: 

"Acuan ada, tapi waktu yang terbatas kadang menjadi kendala untuk 
melengkapi berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang sempurn" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 

2016), mengungkapkan : 

"Tidak, karena setiap pelaksanaan harus ada acuan. Sesuai denga 
peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan: 

"Tidak, acuan sudah /engkap, peraturan presiden dan peraturan kepala 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi petunjuk 
teknis pelaksanaannya" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016): 

"Tidak, acuan pelaksanaan telah ada dan berbentuk Estandar Operasional 
Prosedur serta Surat Edaran dari Sekretariat Daerah" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016): 

"Tidak, Sudah ada aturan pelaksanaannya yang sesuai dengan peraturan 
yang berlaku" 
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Selanjutnya pembahasan temuan penelitian ini yakni RPP yang 

disampaikan oleh PPK yang dibantu tim teknis di SKPD tidak sesuai dengan 

pekerjaan yang akan di lelang, dikaitkan dengan accountability (aspek acuan 

pelayanan yang dipergunakan petugas) sebagai pisau analisisnya, untuk ini 

diperoleh data hasil wawancara seperti di bawah ini : 

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21 Maret 2016), mengungkapkan komentamya: 

"Bukan, acuan berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku 
serta petunjuk teknisnya" 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Acuannya sudah ada, dan seluruh tim teknis sudah memahaminya hanya 
saja terkadang ada keslahan-kesalahan yang tidak bisa dihindari" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 

2016), mengungkapkan : 

"Tidak. Setiap kegiatan sudah ada petunjuk teknis pelaksanaannya, namun 
karena kegiatan yang banyak dan tenaga yang kurang maka sering timbul 
kendala" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"Tidak. Peraturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mengikuti 
peraturan presiden nomor 54 tahun 2010" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016): 

"Tidak. Kurangnya pengetahuan tim teknis di dinas yang berssangkutan 
dan kurangnya pengawasan dari Pejabat Pembuat Komitmen" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016): 

"Tidak. Tim teknis Kantor Layanan Pengadaanhanya menerima berkas 
yang dikirim oleh Pejabat Pembuat Komitmen" 
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Pembahasan temuan penelitian ini yakni tim teknis di KLP yang 

menerima berkas RPP dari PPK tidak memahami isi dan kelengkapannya, 

dikaitkan dengan accountability (aspek acuan pelayanan yang dipergunakan 

petuga~) sebagai pisau analisisnya, untuk ini diperoleh data hasil wawancara 

seperti di bawah ini : 

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengungkapkan komentamya: 

"Acuan telah ada, namun pasti ada penambahan-penambahan sesuai 
dengan inovasi di lapangan dalam penerimaan berkas Rencana 
Pelaksanaan Pengadaan" 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Acuan sudah ada berupa Standar Operasional Prosedur yang telah 
ditetpakan oleh Kantor Layanan Pengadaan, namun tim teknis nya juga 
harus bisa berimprovisasi dalam ha/ penerimaan berkas Rencana 
Pelaksanaan Pengadaaan" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Tidak, acuannya sudah tertuang dalam petunjuk teknis pelaksanaan dala 
peraturan presiden dan peraturan Kepala LKP P" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"Tidak, sudah ada Estandar Operasionala Prosedur yang dijalankan dan 
ini harus ditaati dan dijalankan oleh tim teknis KAntor Layanan Pengadaan 
itu sendiri" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016): 

"Tidak. Ini terjadi karena tidak taatnya para pengguna dan penyedia 
layanan dengn Standar Operasional Prosedur yang telah dibuat dan 
ditetapkan oleh Kantor Layanan Pengadaan" 
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Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016) : 

"Tidak. Semua tahapan sudah sesuai dengan Standar Opersaional 
Prosedur Kantor Layanan Pengadaan yang telah ditetapkan" 

Pembahasan temuan penelitian ini yakni Pokja atau panitia masih 

berasal dari dinas-dinas lain yang datang pada jam kerja siang sesuai dengan 

SK, sehingga untuk verifikasi berkas RPP sering tidak tepat waktu, 

dikaitkan dengan accountability (aspek acuan pelayanan yang dipergunakan 

petugas) sebagai pisau analisisnya, untuk ini diperoleh data hasil wawancara 

seperti di bawah ini : 

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengungkapkan komentamya: 

"Tidak. Cara memverifikasi dan batas waktu verifikasi pasti sudah tertuang 
dalam Standar Operasional Prosedur, dan itu pasti menjadi acuan untuk 
pelaksanaannya" 

- Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Tidak, verifikasi dilakukan oleh banyak pihak, pertama di Pejabat 
Pembuat Komitmen, kemudian di tim teknis Kantor layanan Pengadaaan, 
dan terakhir di Panitia pengadaan" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 

2016), mengungkapkan : 

"Tidak, verifikasi yang dilakukan oleh panitia adalah secara keseluruhan 
untuk dapat dilakukan pelelangan, ini membutuhkan waktu klarifikasi 
sehingga terkadang agak terhambat" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"Tidak, panitia terakhir memverifikasi semua kelengkapan dan kebenaran 
berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan untuk segera di le/ang" 
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Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016): 

"Tidak, acuan pelaksanaan telah ada dan tersedia, sesuai dengan Standar 
Operasional Prosedur di Kantor Layanan Pengadaan" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016): 

"Tidak, selain Standar Operasional Prosedur Kantor Layanan Pengadaan 
juga memakai peraturan presiden dan Perka LKP P" 

Berdasarkan basil penelitian di lapangan melalui wawancara, 

observasi dan pengumpulan dokumen-dokumen, berkaitan dengan 

accountability dalam pelayanan pengadaan barang/jasa di Kantor Layanan 

Penga~aan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, untuk aspek ketiga sistem 

pengawasan. 

Keadaan ini terlibat dari pembabasan research problem penelitian 

yang telab dilakukan baik melaui wawancara, observasi maupun 

pengumpulan data-data sekunder sebagai berikut : 

Temuan penelitian ini adalab rencana pelaksanaan pengadaan 

(RPP) yang disampaikan kurang lengkap, dikaitkan dengan accountability 

(aspek sistem pengawasan) sebagai pisau analisisnya untuk ini, basil 

wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 21 

Maret 2016), mengungkapkan komentarnya : 

"SK.PD memang kekurangan personil untuk mengerjakan seluruh kegiatan 
dalam waktu yang sempit" 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Personil yang melaksanakan tahapan ini sangat kurang sehingga selalu 
terburu-buru o/eh waktu, dan ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan 
tidak melekat" 
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Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"iya. Karena kegiatan yang dilaksanakan sangat banyak dan personil yang 
mengetjakan kurang, maka pengawasan yang harusnya ada di Pejabat 
pembuat Komitmen menjadi tidak ketat" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"!ya, akibat dari pengawasan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen 
kurang ketat, maka sering terjadi kurang lengkapnya berkas Rencana 
Pelaksanaan Pengadaan" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016): 

"Benar, pengawasan seharusnya dapat berjalan sebagaimana mestinya 
untuk menghindari berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan kurrang" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016): 

"Tidak, pengawasan harusnya dilakukan dari dinas masing-masing, 
sehingga pada saat penyampaian berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan 
sudah lengkap " 

Selanjutnya pembahasan temuan penelitian ini yakni RPP yang 

disampaikan oleh PPK yang dibantu tim teknis di SKPD tidak sesuai 

dengari pekerjaan yang akan di lelang, dikaitkan dengan accountability 

(aspek sistem pengawasan) sebagai pisau analisisnya, untuk ini diperoleh 

data basil wawancara seperti di bawah ini : 

Wawancara yang dilakukan dengan dengan Kepala Kantor 

Layanan Pengadaan (wawancara, 21 Maret 2016), mengungkapkan 

komentarnya : 

"!ya, pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen tidak 
ketat, dan juga kurang nya pengetahuan tentang pengadaan sehingga 
berkas yang disampaikan sering salah" 
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Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen harusnya 
bisa ketat di tahapan ini, karena kelangkapan dan kebenaran berkas 
Rencana Pelaksanaan Pengadaan adalah keharusan" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Ya, Pejabat Pembuat Komitmen harusnya dapat menerapkan pengawasan 
yang ketat agar kesesuaian berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan dapat 
dicapai sehingga tidak menghambat tahapan selanjutnya" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"Tidak, karena seharusnya se/uruh pihak yang terkait atau terlibat dalam 
penyususan berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan dapat melakukan 
pengawasan terhadap dirinya sendiri, karena ini dapat menghambat 
tahapan selanjutnya" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

mengungkapkan : 

"Benar, sebelum berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan disampaikan ke 
Kantor Layanan Pengadaan harus di periksa oleh Pejabat Pembuat 
Komitmen agar berkas yang disampaikan tidak kembali lagi" 

YTim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016), mengatakan: 

"Ya. Jika ada ketidaksesuaian berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan itu 
disebabkan oleh pengawasan Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak ketat" 

Pembahasan temuan penelitian ini yakni tim teknis di KLP yang 

menerima berkas RPP dari PPK tidak memahami isi dan kelengkapannya, 

dikaitkan dengan accountability (aspek sistem pengawasan) sebagai pisau 

analisisnya, untuk ini diperoleh data hasil wawancara seperti di bawah ini : 
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Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Layanan Pengadaan 

(wawancara, 21Maret2016), mengungkapkan komentamya: 

"Bukan. Tim Teknis di Kantor Layanan Pengadaan hanya menerima berkas 
yang disampikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen" 

_ Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Setelah berkas disusun oleh tim teknis Pejabat Pembuat Komitmen maka 
di verifikasi oleh tim teknis Kantor Layanan Pengadaan" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum(wawancara, 22 Maret 

2016), mengungkapkan : 

"Ya, seharusnya tim teknis Kantor Layanan Pengadaan dapat memahami 
isi dari berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang disampaikan oleh 
Pejabat Pembuat Komitmen" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"Tidak. Yang bertanggungjawab tentang isi dan kelengkapan adalah pihak 
tim teknis Pejabat Pembuat Komitmen tapi juga harus melalui verifikasi 
dari tim Kantor Layanan Pengadaan" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016): 

"Benar, masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman tim teknis Kantor 
Layanan Pengadaan mengakibatkan berkas akan dikembalikan ke dinas" 

Tim Teknis KLP (wawancara, 04 Mei 2016): 

"Ya, pemahaman yang masih kurang dapat menyebabkan berkas yang 
diterima akan kembali lagi, maka ini harus mendapat pengawasan dan 
bimbingan dari pihak panitia" 

Pembahasan temuan penelitian ini yakni Pokja atau panitia masih 

berasal dari dinas-dinas lain yang datang pada jam kerja siang sesuai dengan 

SK, sehingga untuk verifikasi berkas RPP sering tidak tepat waktu, 

42842.pdf 



128 

dikaitkan dengan accountability (aspek sistem pengawasan) sebagai pisau 

analisisnya, untuk ini diperoleh data hasil wawancara seperti di bawah ini : 

Wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala Kantor 

Layanan Pengadaan (wawancara, 21 Maret 2016), mengungkapkan 

komentamya : 

"Tidak. Panitia sudah paham akan kelengkapan dan kesesuaian berkas 
Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang disampaikan" 

Kabid (PPK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 22 Maret 2016), 

mengemukakan : 

"Bukan, panitia hanya memverifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku, 
jadi panitia langsung diawasi oleh peraturan yang dijalankan" 

Kabag (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 12 April 

2016), mengungkapkan : 

"Ya, terkadang panitia dan tim kantor Layanan Pengadaan sering telat 
dalam ha! verifikasi, maka dari itu tim inspektorat selaku pengawas dapat 
sesekali melakukan sidak terhadap kinelja panitia" 

Kasubag (Tim Teknis) Dinas Pekerjaan Umum (wawancara, 14 

April 2016), mengatakan : 

"Tidak. Verifikasi sebenarnya sudah dilakukan dari mulai tahap 
penyusunan berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan" 

Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

mengungkapkan : 

"Benar, panitia harus bisa memverifikasi berkas Rencana Pelaksanaan 
Pengadaan dengan cepat, sehinggajika ada perubahan dari berkas terse but 
dapat dilakukan dengan secepatnya" 
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Kasi Kantor Layanan Pengadaan (wawancara, 2 Mei 2016), 

mengatakan : 

"Ya, panita walaupun kekurangan waktu tapi tetap harus bisa 
melaksanakan verifikasi dengan cepat, karena jika ada kekeliruan pada 
berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaaan yang disampaikan maka dapat di 
revisi secepat munkin oleh tim teknis di Dinas yang terkait" 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Didasarkan kepada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 

pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil yakni, ditemukan 

bahwa proses pelayanan pengadaan barang/jasa di kantor layanan pengadaan 

kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, terdiri atas proses pejabat pembuat 

komitmen menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan, proses dilakukan 

rencana pelaksanaan pengadaan dikirim ke kantor layanan pengadaan, 

proses rencana pelaksanaan pengadaan di verifikasi panitia dan proses pokja 

melakukan lelang. Pada setiap tahapan proses layanan tersebut, masih 

ditemukan adanya : (1) rencana pelaksanaan pengadaan yang disampaikan 

kurang lengkap. (2) rencana pelaksanaan pengadaan yang disampaikan oleh 

pejabat pembuat komitmen yang dibantu tim teknis SK.PD tidak sesuai 

dengan pekerjaan yang akan di lelang (3) tim teknis kantor layanan 

pengadaan yang menerima berkas rencana pelaksanaan pengadaan dari 

pejabat pembuat komitmen tidak memahami isi dan kelengkapannya. ( 4) 

Pokja atau panitia masih berasal dari dinas-dinas lain yang datang pada jam 

kerja siang sesuai dengan SK walikota, sehingga untuk verifikasi berkas 

rencana pelaksanaan pengadaan sering tidak tepat waktu. 

130 
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B. Saran 

Saran yang dapat diberikan terkait persoalan yang ada dalam 

penelitian ini, yakni : pertama, agar rencana pelaksanaan pengadaan yang 

disampaikan bisa lengkap, maka diperlukan tim teknis yang membantu 

Pejabat Pembuat Komitmen mengerti tentang pengadaan barang/jasa 

pemerintah. Kedua, agar rencana pelaksanaan pengadaan yang disampaikan 

oleh pejabat pembuat komitmen yang dibantu tim teknis SKPD dapat sesuai 

dengan pekerjaan yang akan di lelang, solusi yang dapat diberikan yaitu 

memperbanyak Pejabat Pembuat Komitmen sehingga dapat fokus dalam 

penyusunan berka Rencana Pelaksanaan Pengadaan. Ketiga, agar tim teknis 

kantor layanan pengadaan yang menerima berkas rencana pelaksanaan 

pengadaan dari pejabat pembuat komitmen bisa memahami isi dan 

kelengkapannya, maka diperlukan tim teknis yang mengerti tentang 

kelengkapan berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan sebaiknya juga 

memiliki sertifikat pengadaan atau pernah mengikuti bimbingan teknis 

pengadaan barang/jasa pemerintah. Keempat, agar Pokja atau panitia yang 

masih berasal dari dinas-dinas lain yang datang pada jam kerja siang sesuai 

dengan SK walikota, sehingga untuk verifikasi berkas rencana pelaksanaan 

pengadaan sering tidak tepat waktu, tidak terjadi lagi, maka disarankan 

menempatkan panitia dalam jabatan fungsional, sehingga panitia dapat 

fokus dalam pengadaan saja. 
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PEDOMAN WA WAN CARA 

Research Problem : 

I. Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang disampaikan kurang lengkap 

II. Rencana - Pelaksanaan Pengadaan yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat 
Komitmen yang dibantu tim teknis SKPD tidak sesuai dengan pekerjaan yang akan 
dilelang 

III. Tim teknis Kantor Layanan Pengadaan yang menerima berkas Rencana Pelaksanaan 
Pengadaan dari Pejabat Pembuat Koitmen tidak memahami isi dan kelengkapannya 

IV. Pokja atau panitia masih berasal dari dinas-dinas lain yang datang pada jam kerja 
siang sesuai dengan SK Walikota, sehingga untuk verifikasi berkas Rencana 
Pelaksanaan Pengadaan sering tidak tepat waktu 

Dimensi: 

1. Responsiveness 
a. Harapan pengguna layanan terhadap permintaan atau tuntutan mereka dalam 

menerima layanan dari penyelenggara layanan. 
b. Ketanggapan penyelenggara layanan terhadap pengguna layanan, dalam ha! : 

1. Media atau perantara pelayanan dalam menyampaikan keluhan, 
keinginan, aspirasi, harapan ataupun tuntutan bagi pengguna layanan. 

2. Sarana dan prasarana pelayanan. 
3. Mekanisme penanganan pengaduan. 
4. Penyebaran informasi. 
5. Waktu pelayanan dalam menerima, menyelesaikan dan menyerahkan 

produk layanan. 
6. Biaya pelayanan. · 
7. Prosedur pelayanan. 

2. Responsibility 
a. Pemahaman terhadap aturan-aturan. 
b. Tanggung jawab penyelenggara layanan terhadap peraturan, meliputi : 

1. Target pelayanan. 
2. Pelanggaran terhadap aturan. 
3. Sanksi atas pelanggaran. 

3. Accountability 
a. Pertangungjawaban penyelenggara layanan terhadap pengguna layanan 

terkait nilai dan norma yang berlaku. 
b. Acuan pelayanan yang dipergunakan petugas. 
c. Sistem pengawasan. 

Pertanyaan pedoman wawancara ini berkembang di lapangan 
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K-ualitas Pelayanan Responsiveness 
(Charles H. Levine 

(1990)) 

Responsibility 

Accountability 

a. Harapan pengguna layanan 
terhadap permintaan atau 
tuntutan mereka dalam 
menerima layanan dari 
penyelenggara layanan. 

b. Ketanggapan penyelenggara 
layanan terhadap pengguna 
layanan, dalam hal: 
(I) Media atau perantara 

pelayanan dalam 
menyampaikan keluhan, 
keinginan, aspirasi, 
harapan ataupun 
tuntutan bagi pengguna 
layanan. 

(2) Sarana dan prasarana 
pelayanan. 

(3) Mekanisme penanganan 
pengaduan. 

( 4) Penyebaran informasi. 
(5) Waktu pelayanan dalam 

menerima, 
menyelesaikan dan 
menyerahkan produk 
layanan. 

(6) Biaya pelayanan. 
(7) Prosedur pelayanan. 

a. Pemahaman terhadap aturan­
aturan. 

b. Tanggung jawab 
penyelenggara layanan 
terhadap peraturan, meliputi: 
(I) Target pelayanan. 
(2) Pelanggaran terhadap 

aturan. 
(3) Sanks i atas pelanggaran. 

a. Pertangungjawaban 
penyelenggara layanan 
terhadap pengguna layanan 
terkait nilai dan norma yang 
berlaku. 

b. Acuan pelayanan yang 
dipergunakan petugas. 

c. Sistem n awasan. 

(a) atas permasalahan ini, apa sebenamya harapan dan 
tuntutan pengguna layanan ? 

(b) apakah permasalahan ini disebabkan oleh tidak 
adanya media atau perantara pelayanan dalam 
menyampaikan keluhan, keinginan, aspirasi, 
harapan ataupun tuntutan bagi pengguna layanan? 

( c) apakah permasalahan ini disebabkan oleh 
kurangnya sarana dan prasarana layanan ? 

( d) apakah permasalahan ini disebabkan oleh 
mekanisme pelayanan yang salah ? 

( e) apakah permasalahan ini disebabkan oleh 
penyebaran informasi yang tidak baik ? 

(f) apakah permasalahan ini disebabkan oleh biaya 
pelayanan yang salah ? 

(g) apakah permasalahan ini disebabkan oleh prosedur 
pelayanan yang tidak baik ? -

(a) apakah permasalahan ini disebabkan oleh 
penyelenggara layanan yang tidak memahami 
aturan? 

(b) apakah permasalahan ini disebabkan oleh 
penggunha layanan yang tidak paham aturan ? 

(c) apakah permasalahan ini, tidak dijadikan target 
pelayanan, menjadikan pelayanan terhambat? 

(d) apakah permasalahan ini termasuk pelanggaran ? 
adakah sanksi yang dikenakan ? 

(a) apakah permasalahan ini timbul karena sistem 
pertangungjawaban yang ada belum baik? 

(b) apakah permasalahan ini timbul karena tidak ada 
acuan dalam pelaksanaanya ? 

( c) apakah sis tern pengawasanya yang salah 
menjadikan permasalahan ini timbul ? 
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Norn or 

Lar'Tlpiran 

Perihal 

Tembusan: 

PEMERINTAH KOT A LUBUKLINGGAU 
KANTORLAYANANPENGADAAN 

Jalan Garuda Kel. Bandung Kiri Kee. Lubuklinggau Barat I 

Lubuklinggau, 19 Februari 2016 

Kepada 

600//0·//DPU/2016 

lzin Pengumpulan Data 

Penelitian 

Yth Kepala Unit Program BelaJar Jarak 

Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) 

Palembang 

di 

Lubuklinggau 

Menindak lanjuti surat Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas 

Terbuka (UPBJJ-UT) Palembang Nomor : 846/UN31.28/LL/2016 tanggal 17 

Februari 2016, tentang Permohonan lzin Pengumpulan Data Penelitian, atas 

nama: 

Nam a 

NIP 

NIM 

Judul 

Ardi Virgo Nino Putra, ST 

19770917 201101 1 003 

500580654 

Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kantor 

Layanan Pengadaan Kota Lubuklinggau 

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan mengizinkan mahasisiswa di atas 

untuk melakukan survey atau pen,gumpulan data penelitian sesuai dengan judul 

TAPM,serta dapat menggunakan data tersebut sebagaimana mestinya. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. 

IRWAN SURIADI, SE 

NIP. 19680606 199011 001 

1. Kepala SeksiPelayanar'l Kantor LayananPengadaan Kota Lubuklinggau 

2. Dosen f>embimbing TAPM 

3. Mahasiswa yang bersangkutan 

42842.pdf 



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
PROGRA~l PASCASARJANA 

UNIVERSITAS TERBUKA 

JI. Raya Pondok Cabe, Pamulang, Ciputat 15418 
Telp. 0217415050,Fax021. 7415588 

PENDAFT ARAN UJIAN SIDANG 

Nama 
NIM 
Program 
Alamat/HP 

Judul TAPM 

Persyaratan ( terlampir) 

Ardi Virgo Nino Putra 
500580654 
Magister Administrasi Publik 
JI. Keluarga RT. 7 Kel. Pelita Jaya Kee. 
Lubuklinggau Barnt I Lubuklinggau 
Kualitas Palayanan Pengadaan Barang/Jasa Di 
Kantor Layanan Pengadaan Kota Lubuklinggau 
a. LKAM ' 
b. Keterangan TAPM layak uji dari pembimbing 
c. Bukti pembayaran biaya ujian siding 
d. T APM rangkap 5 (lima) 
e. Biodata singkat 

Permintaan waktu pelaksanaan ujian sidang: 
Hari 
Tanggal 
Waktu 

Pembimbing I 

Pembimbing JI 

(Dr. Deetje Sunarsih, M.Si) 

Palembang,............................ 2016 

Mengetahui, 
Kepala UPBJJ-Palembang 

(Ir. Adi Winata, M.Si) 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN NASIONAL 
PROGRAMPASCASARJANA 

Kepada 

UNIVERSIT AS TERBUKA 

JI. Raya Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418 
Telp. 021. 7415050, Fax 021. 7415588 

Yth. Direktur PPs UT 
J1 Cabe Raya, Pondok Cabe 
Tangerang 15418 

Yang bertanda tangan di bawah m1, Saya selaku Pembimbing T APM dari 
Mahasiswa: 

Nama/NJM 
Judul TAPM 

Ardi Virgo Nino Putra I 500580654 
Kualitas Palayanan Pengadaan Barang/Jasa Di Kantor 
Layanan Pengadaan Kota Lubuklinggau 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa T APM dari mahasiswa yang 
bersangkutan sudah I baru selesai sekitar .... U .... % sehingga dinyatakan sudah 
layak uji I belum layak uji dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister 
(TAPM). 

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa. 

............. , ........................... . 2016 

Pembimbing I Pembimbing II 

(Dr. Ramasa Putra, .M.Si) (Dr. Deetje Sunarsih, M.Si) 
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PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR: l TAHUN 2014 
TENTANG 
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 

KEPALA 

I 

I i ........................... ,. ......................................................... r .. ··r .............................................. . Sub. Bagian 
Tata Usaha 

---~~~~~~~~~~ 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

Staf Pendukung 
I L I I 

..------'--'--i ....... _ ....... _ ........ __, .......... : .............................. f ... T ............................. : ... ,---........ _ ....... _ ........ __._ .... ; --'--------. 
Seksi Pelayanan Seksi Pengelolaan 

Dokumen. 

90 

Seksi Infonnasi dan 
Pengaduan 

WALIKOTA LUBQ"KLINGGAU, 

dto 

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE 
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WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
PROVINS! SUMA'l'ERA SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR 68 TAHUN 2014 

TENTANG 

[ SALINAN ) 

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR LAYANAN 
PENGADAAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU 

Menimbang 

Mengingat 

\ \ 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam 
Pasal 107 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Lubuklinggau tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 
Kantor Layanan Pengadaan Kota Lubuklinggau; 

L Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahti.n 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbarci_n 
Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah, sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalatn Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
537); 

6. Peraturan .... 
-1-
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l'y1enetapkan 

\ \ 

6. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2012 
tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Kota Lubuklinggau (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 33); 

7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 
2014 ten tang Organisasi Perangkat Daerah Kata 
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kata Lubuklinggau 
Tahun 2014 Nomor. l}; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS 
POKOK DAN FUNGSI KANTOR LAYANAN PENGADAAN 
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kota Lubuklinggau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kata 
Lubuklinggau. 

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Lubuklinggau. 

5. Kantor Adalah Kantor Layanan Pengadaan Kata 
Lubuklinggau. 

6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Layanan Pengadaan 
Kata Lubuklinggau. 

7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi 
Sumatera Selat~n. 

8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat 
sebagai ULP adalah Unit Layanan Pengadaan Kata 
Lubuklinggau. 

9. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja, adalah 
Kelompok Kerja yang melah."Ukan pemilihan penyedia 
barang/jasa dalam organisasi/perangkat Unit Layanan 
Pengadaan. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 2 

(1) Kantor dibentuk dalam rangka meningkatkan efisiensi, 
efektifitas, transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, 
keadilan/tidak diskriminatif dan akuntabilitas dalam 
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. 

(2) Kantor .... 
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(2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat 
teknis dan administrasi berada dibawah 
Daerah dan bertanggungjawab kepada 
Lu buklinggau. 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok 

Pasal 3 

(1) secara 
Sekretaris 

Walikota 

Kantor mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan 
barang/ jasa. 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal 4 

Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 3, Kantor mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan 

pengadaan barang/ jasa; 
b. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan di bidang 

pelayanan pangadaan barang/ jasa; 
c. pela."-:sanaan koordinasi dan kerjasama dengan 

lembaga/instansi lain dalam kegiatan pengadaan 
barang/ jasa; 

d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan 
kegiatan pengadaan barang/ jasa; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
dan 

f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan 
sesuai dengan tUgas fungsinya. 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

Susunan Organisasi Kantor terdiri dari: 

a. Kepala Kantor; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Pelayanan; 

c!. Seksi Pengelolaan Dokumen; 

e. Seksi lnformasi clan Pengaduan; 

f. Kelompok Kerja; 

1. Kelompok Kerja I; 

2. Kelornpok Kerja II; dart 
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3. Kelompok Kerja III. 

g. Jabatan Fungsional. 

BABIV 
URAIAN TUGAS 

Bagian Kesatu 
Kepala Kantor 

Pasal 6 

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf 
a, mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengarahkan, 
mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang 
pengadaan barang/ jasa. 

Bagian Kedua 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 7 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas 
mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan 
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah 
serta dokumentasi dan pelaporan. 

Pasal 8 

pokok 
urns an 
tangga 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi 
sebagai berikut : 
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis 

urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 
rumah tangga serta dokumentasi dan pelaporan; 

b. pelaksanaan ' urusan ketatausahaan, administrasi 
kepegawaian, administrasi ke'Ll.angan, rumah tangga 
serta dokumentasi dan pelaporan; 

c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 
urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, 
keuangan dan pelaporan; 

d. fasilitasi dan koordinasi der;.gan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah/unit kerja dalarn pelaksanaan 
kegiatan pengadaan barang/jasa melalui kantor 
layanan pengadaan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas; dan 

f. pelaksanaan tugas-tugas lainny~. yang diberikan 
atasan sesuai dengan tugas fungsinya. 

Bagian Ketiga 
Seksi Pelayanan 

Pasal 9 

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Kantor Layanan Pengadaan pada urusan pelayanan 
dalam pengadaan barang/jasa. 

Pasal .... 
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Pasal 10 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Pelayanan mempunyai 
fungsi sebagai berikut : 
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di 

bidang pelayanan pengadaan barang/ jasa; 
b. pengawasan dan pengendalian dan pembinaan 

pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa; dan 
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasarna dengan Pokja/ 

lembaga/ instansi lain dalam pelaksanaan pelayanan 
pengadaan barang/ jasa. 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
dan 

e. pelaksanaan tugas-tugas lainya yang diberikan atasan 
sesuai dengan tugas fungsinya. 

Bagian Keempat 
Seksi Pengelolaan Dokumen 

Pasal 11 

Seksi Pengelolaan Dokumen mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas pokok kantor di bidang 
pengelolaan dokumen pengadaan. 

Pasal 12 

Untuk me:ayelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11, Seksi Pengelolaan Dokumen mempunyai 
fungsi sebagai berikut : 
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di 

bidang pengelolaan dokumen pengadaan; 
b. pelaksanaan pengelolaan rencana program dan 

petunjuk teknis pe.::1gelolaan dokumen pengadaan; 

c. pel&ksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan 
pengelolaan clokumen pengadaan; 

d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Satuan Kerja 
f>erangkat Daerah/unit kerja dalam pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan clokumen pengadaan; 

e. pelaksanaan evaluasi clan pelaporan pelaksanaan tugas; 
clan 

f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan 
sesuai dengan tugas fungsinya. 

Bagian Kelima 
Seksi Informasi clan Pengacluan 

Pasal 13 

Seksi Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas Kantor pada urusan 
penyediaan informasi dan pengkoordinasian pengaduan 
dan sanggah. 

Pasal ... 
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Pasal 14 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Informasi dan Pengaduan 
mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis 
penyediaan informasi, pengaduan dan sanggah kegiatan 
pengadaan barang/ jasa; 

b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk tekrtis 
penyediaan informasi, pengaduan dan sanggah kegiatan 
pengadaan barang/ jasa; 

c. pelaksanaan pengawasan clan pengendalian 
pelaksanaan kegiatan penyediaan informasi, pengaduan 
dan sanggah kegiatan pengadaan barang/ jasa; 

d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi layanan 
pengadaan secara elektronik; 

e. pelaksanaan evaluasi clan pelaporan pelaksanaan tugas; 
dan 

f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya diberikan atasan 
sesuai dengan tugas fungsinya. 

Bagian Keenam 
Kelompok Kerja 

Pasal 15 

(1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf f, terdiri dari: 
a. ketua; 
b. sekretaris; dan 
c. anggota. 

(2) Kelompok kerja sebagaimana dima.~sud pada ayat (1) 
berjumlah gasal beranggotakan pal:L~g kurang 3 (tiga) 
orang dan dapat di tam bah sesuai dengan 
kompleksitas pekerjaan. 

(3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi 
penjelasan teknis. 

(4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas melaksanakan proses pemilihan 
penyedia barang/jasa dan memberikan laporan 
mengenai proses pengadaan barang/jasa kepada 
kepala kantor. 

(5) Kelompok Kerja harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikUt: 

a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab 
dalam melaksanakan tugas; 

b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; 

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi 
tugas ULP/Kelompok Kerja dan ULP/Pejabat 
Pengadaan yang bersangkutan; 

d. rnernaharni ... 
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d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur 
pengadaan; 

e. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa 
sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan 

f. menandatangani pakta integritas. 

(6) Kelompok Kerja sebagajmana dimaksud pada ayat (1), 
berasal dari tenaga ahli yang berstatus Pegawai Negeri 
Sipil yang memiliki keahlian/ kualifikasi yang 
diperlukan dalam pengadaan barang/ jasa dan 
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengadaan 
barang/ jasa. 

Bagian Ketujuh 
Jabatan Fungsional 

Pasal 16 

. f;1h;it;1n Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
.,,·\1:1gian tugas kantor sesuai dengan kebutuhan kantor 
L ;yanan pengadaan dan berdasarkan keahlian yang 
dimilikinya. 

Pasal 17 

1 i;. !abatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
I (), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur 
d<ln ditetapkan berdasarkan peraturan perundang­
ti 1-idangan. 

: .1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 
ditunjuk. 

(3) Jumlah tenaga' fungsional scbagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan be ban 
kerja. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

bengan ditetapkannya Peraturan W alikota 1n1, maka 
Peraturan Walikota Lubuklinggau No:tnor 33 Tahun 2012 
tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Kota Lubuklinggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal ... 
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Pasal 19 

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota im dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau. 

\ ' 
Diundangkan di Lu buklinggau 
pada tanggal 6 Oktober 2014 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 6 Oktober 2014 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

dto 

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

dto 

H. PARIGAN 

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 68 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

ASRON ERWADl,SH.,M. Hum 
PEMBINA I IV.a 
NIP. 19660806 1 98803 1 004 
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Menimbang 

Mengingat 

\ \ 

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR 1 TAHUN 2014 

TENT ANG 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
KOTA LUBUKLINGGAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Dareah 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
ten tang Pemerintahan Daerah sebagairnana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pernerintah Norn.or 
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, 
dipandang perlu menyusun kernbali Organisasi Perangkat 
Daerah Kota Lubuklinggau; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang . Nomor 7 Tahun 2001 tentang 
Pernbentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4114); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara RepubEk Indonesia 
Notnor 4548); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nornor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4588); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
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Menetapkan 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecatnatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4826); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5094}; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 537); 

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 590 tanggal 20 September 2011). 

Dengp.n Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU 

DAN 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU 

MEMUtUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT 
DAERAH. 

BAB I KETENTUAN 
UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota 

Lubuklinggau; 
\ \ 3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Lubuklinggau; 

5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat 
Oewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau; 

6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Lubuklinggau; 
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7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah 
Kota Lubuklinggau; 

8. Rumah Sakit Siti Aisyah adalah Rumah Sak.it Siti Aisyah 
Kota Lubuklinggau; 

9. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut 
Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Lubuklinggau; 

10. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pernerintah Kota 
Lubuklinggau; 

11. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat 
daerah Kota adalah wilayah kerja Kecamatan; 

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di 
lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis 
opera.sional; 

13. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai 
Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara 
pen uh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya 
dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal2 

Dengan Peraturan Daerah ini Organisasi Perangkat Daerah 
terdiri dari : 
a. Sekretariat Daerah; 
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah; 
c. Dinas Daerah, terd.iri dari : 

1. binas Pendidikan; 
2. binas Kesehatan 
3. Dinas sosial; 
4. Dinas Tenaga kerja; 
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 
6. Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan; 
7. Dinas Perikanan dan Peternakan; 
8. Dinas Pekerjaan Umum; 
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 
10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan 

Pengelolaan Pasar; 
11. Dinas Pendapatan Daerah; 
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 
13. Dinas Pemuda dan Olah Raga; 
14. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan 
15. Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 

d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari : 
1. Badan, terdiri dari : 

a). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
b). Badan Kepegawaian Daerah; 
t:}. Badan Pendidikan dan Pelatihan; 
d). Badan Pemperdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Kelurahan; 
e). Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perern puan; 
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f). Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; 
g). Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal 
h). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

2. Kantor, terdiri dari : 
a). Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 
b). Kantor Lingkun'gan Hidup; 
c). Kantor Ketahanan Pangan; 

3. Inspektorat Kota Lubuklinggau 
4. Rurnah Sakit Umurn Daerah Siti Aisyah Kota 

Lubuklinggau; 
e. Kecamatan; 
f. Kelurahan; 
g. Lembaga lain, yaitu: 

1. Satuan Polisi Pamong Praja 
2. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. 
3. Kantor Layanan Pengadaan. 

BABXXXVII 
KANTORLAYANANPENGADAAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 107 

(1) Kantor Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Lubuklinggau 
dibentuk dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, 
transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, keadilan / 
tidak diskrirninatif,' dan akuntabilitas dalam pelaksanaan 
pengadaan barang / jasa. 

(2) Kantor Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Lubuklinggau 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis 
fungsional dan adrninistrasi berada dibawah koordinasi 
Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Walikota. 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok 

Pasal 108 

(1) i'ugas pokok Kantor Layanan Pengadaan meliputi: 
a. Meyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 
b. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa 

di website, dan papM pengumuman resmi untuk 
masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk 
diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 

c. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui 
prakualifikasi atau pascakualifikasi; 
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d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga 
terhadap penawaran yang masuk; 

e. menjawab sanggahan; 
f. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen 

Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa; 
g. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia 

Barang/ Jasa; 
h. membuat laporan mengenai proses dan basil 

Pengadaan kepada W alikota; 
i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Kantor Layanan Pengadaan mernpunyai fungsi 
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pengadaan 
barang/ jasa. 

Bagian Ketiga 
Susunan Organisasi 

Pasal 109 

( 1) Susunan Orgartisasi Kantor Layanan Pengadaan terdiri 
atas: 
b. Kepala. 
c. Sub Bagian Tata Usaha. 
d. Seksi Pelayanan. 
e. Seksi Pengelolaan dokumen. 
f. Seksi Informasi dan Pengaduan. 
g. Kelompok Kerja. 

1. Kelompok Kerja I 
2. Kelompok Kerja II 
3. Kelompok Kerja III 

h. Jabatan Fungsional 

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Layanan Pengadaan 
sebagaimana dimaksud, tercanturn dalam Lampiran XXXV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

BAB XXXVIII 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 110 

( 1) Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Tek__r1is Daerah, 
Kecamatan dan Kelurahan dapat dibentuk Jabatan 
Fungsibnal; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) 
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 
fungsional yartg terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 
dengan Bidang Keahliannya; 

(3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 
senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Din.as 
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan 
Kelurahan. 
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(4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan 
oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

BAB XXXIX 
UNIT PELf\KSANA TE KN IS (UPT) 

Pasal 111 

( 1) Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang 
berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional 
di lapangan. 

(2) Susunan UPT terdiri dari : 
a. Kepala UPT; 
b. Sub bag TU. 

(3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

BAB XL PENGANGKATAN DAN 
PEMBERHENTIAN 

Pasal 112 

Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah 
Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB XL I 
ESELON 

Pasal 113 

Eselon jabatan perangkat daerah terdiri dari : 

a. Sekretaris Daerah merupakan jabatan 
eselon Ila. 

struktural 

b. Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, 
Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja merupakanjabatan struktural eselon lib. 

c. Kepala Kantor, Carn.at, Direktur Rumah Sakit Urnum 
Daerah Siti Aisyah, Kepala Bagian, Kepala Kantor 
Layanan Pengadaan , Sekretaris pada Dinas, Badan 
da.n Inspektorat Kota, serta Inspektur Pembantu 
merupakan jabatan struktural eselon Illa. 

d. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian 
Tata Usaha, Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Siti Aisyah, Sekretaris Camat, Sekretaris 
KORPRI, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi 
Patnong P:raja, tnerupakanjabatan struktural eselon Illb. 

e. Lurah, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala 
Subbidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 
dan Badan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum 
Daerah Siti Aisyah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat 
Dewan Pengurus KORPRI, Kepala Sub Bagian Tata 
U saha dan Kepala Seksi pada Kantor Layanan 
Pengadaan, merupakanjabatan struktural eselon IVa. 
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f. Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, 
Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, Kepala Subbagian 
pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian pada 
Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb. 

g. Kepala Tata U s ah a sekolah lanjutan tingkat 
pert a rn a dan Kepala Tata Usaha sekolah menengah 
merupakan jabatan struktur eselon Va. 

BAB XLII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 114 

Pembiayaan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Rumah 
Sakit Umum Daerah Siti Aisyah, Dinas Daerah, Lembaga 
Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan 
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Lubuklinggau. 

BAB XLIII 
KETENTUAN 

Pasal 115 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : 
a. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Se.kretariat 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 
Tahun 2008}; 

b. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
DPRD Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota 
Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2007 Seri D); 

c. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 
2008); 

d. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau 
Notnor 5 Tahun 2008)sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lub1..1klinggau 
Nomor 9 Tahun 2011); 

e. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Susunan Organisasi clan Tata Kerja Inspektorat 
(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 
2005 Seri D); 

f. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2008 
ten.tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 
6 Tahun 2008); 

g. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 
dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau 
Nomor 7 Tahun 2008); 
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h. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 
2008); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XLIV 

PENUTUP 
Pasal 116 

14 Tahun 
Tata Kerja 
dan Aset 
14 Tahun 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang rrtengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau. 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 22 April 2014 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

dto. 

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE 
Diundangkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 22 April 2014 

SEKRETARIS DAER.L\H KOTA LUBUKLINGGAU, 

dto. 

H. PARIGAN 

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 1 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

ASRON ERWADl,SH.,M.Hum 
PEMBINA I IV.a 
NIP. 19660806 198803 1 004 
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Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR: 29 /KPTS/ADM. PEMB/ 2011 

TENTANG 

UNIT LAYANAN PENGADMN (PROCUREMENT UNIT) 

WAUKOTA LUBUKLINGGAU, 

a_ bahwa be«:lasafkan ketentuan pada pasa! 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 
15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk melaksanakan pemilihan 
penyedia barang/jasa yang efektif, efisien dan transparan dj lingkungan 
Pemerintah Kota Lubuklinggau. pet1u dibentuk Unit layanan Pengadaan 
(Procurement Unit); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, pertu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuktinggau; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Lubuklinggau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4114 ); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Repubfrk lndonesfu Nomor 4287): 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(lembaran Negata Repuhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara ReJ)iJblik Indonesia Nomor 3427); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemefintahan Daerah 
(lenibaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembar.m Negara Repub!ik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Repubtik Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
UrtJsan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737}; 

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengetolaan Keuangan Daer-ah sebagaimana telah diubah 
dengan Petaturan Mentefi Oalam Negeri Nomor 59 i ahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Oalarn Negeri Nomor 13 
Tahun 2007; 

9. Peraturan Daerah Kota Lubukliriggau Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengefofaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau; 

1 ()_ Perafuran _ -
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Menetapkan 

PERT AMA, 

KE DUA 

\ \ 

10_ Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuktrnggau; 

11. Peraturan -Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 T ahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 
Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; 

16. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 T ahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi Kepegawaian PDAM; 

17. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Urusan Wajib dan Urusan Pilihan; 

18. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

19. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Penjabaran Tugas Pol<:ok dan Fungsi Sekretariat Daerah; 

20_ Peraturan Wahlmta Lubuklinggau Nomor 26 Tahun 2010 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011; 

MEMUTUSKAN: 

Membentuk Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dengan susunan 
keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Unit layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERT AMA 
bertanggungjawab kepada Walikota dan mempunyai tugas sebagai sebagai 
berikut: 

a_ Penanggungjawab 

1. mengawasi pelayanan kegiatan Unit Layanan Pengadaan 
(Procurement Unit); 

2. menyampaikan hastl evaluasi dan usul calon pemenang dari gugus 
tugas pengadaan melalui koordinator utama kepada pejabat 
pembuat komitmen yang memiliki pekerjaan; 

3. melaporkan hasil pelal<sanaan tugas secara periodik setiap bulan 
dan/atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan kepada Walikota 
Lubuklinggau; 

b. Koordinator 

1. menunjuk personil kelompok kerja untuk melaksanakan pemilihan 
penyediaan barangljasa; 

2_ mendistribusikan usulan paket-paket pekerjaan dari Satuan Kerja 
Perangkat Daerah ke Kelompok kerja; 

3. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 
yang dilakukan kelompok kerja; 

4. menyampaikan hasil evaluasi clan usulan calon pemegang dari 
kelompok kerja kepada pe~nggungjawab; 

5. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pelelangan 
yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (Procurement 
Unit) kepada Walikota Lubukfinggau melalui Kepala Bagian 
Administarsi Pembangunan Setda Kota Lubuktinggau. 

c. Wald# ________ --·- ·-----
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' 
KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

KEEMPAT 

c Wakil Koordinator 

1. menyusun penjadwa\an tugas kelompok kerja; 

2. membantu administrasi pengadaan; 

3. memfasilitasi kebutuhan operasional dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pada Unit Lay_anan Pengadaan (Procurement Unit)~ 

4. memamau harga barangljasa c:tipasaran guna membantu kelompok 
kerja dalam menyusun Harga Peooraan Sendiri (HPS); 

5. meogkoordinasikan Tim Ahli dalam membaotu rangkaian proses 
pengadaan mulai dari evaluasi penawaran khususnya spesffikasi 
barang pekerjaan; 

d. Wakit Keknnpok Kerja: 
1. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi 

pengadaan; 

2. menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 

3. menyampaikan dokumen pengadaan; 

4_ menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar atau persen 
sampai dengan tiga persen dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 

5. menitai kualmkasi penyediaan barang/jasa melatui pascakualifikasi 
atau prakualifikasi; 

6. metakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; 

7 mengusulkan calon pemenang; 

8. membuat laporan mengenai proses dari hasil pengadaan kepada 
Pejabat Pembuat Komitmen danlatau pejabat yang mengangkat; 

9. menandatangani pai...-ta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa dimulai; 

10_ berkoordinasi derigan Sekratariat Layanan E-Procurement untuk 
menentukan tsi pengumuman pelelangan/sefeksi umum/terbatas 
melalui media cetak. papan pengumuman resmi untuk penerangan 
umum dan portal e-procurement. 

KeJompok kerja melaksanakan tugas di Unit Layanan Pengadaan 
(Procurement Unit) pada jam kerja mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 
selesai. 

Memberikan honorarium kepada personil Unit Layanan Pengadaan 
{Procurement Unit) sesuai standar yang tercantum dalam Peraturan 
Watikota Lubuklinggau tentang Standar Satuan Harga yang berlaku. 

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat drtetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Peodapatan dan Belanja Daerah Pemerintah 
Kota Lubukfinggau T ahun Anggaran 2011. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
bahwa segata sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan 
sebagaimana mestinya apabjla dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini. 

T embusan disampaikan kepada Yth : 
1 . Ketua DPRO Kota Lubuklinggau 
2. lnspektur Kota Lubuktinggau 
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I. 

II. 

Ill_ 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR 29 IKPTS/ADM. PEMB/2011 
T ANGGAL : 11 .J/\f\IU.AR 1 2011 

SUSUNAN TIM UNIT LA YANAN PENGADAAN {PROCUREMENT UNIT) 

Pengarah 

Penanggung Jawab 

Koordinator 

Sekretaris 

Unit Pengembangan 

Ketua 

Sekretaris 

Tenaga Ahli 

Staf Kegiatan 

WaJikota Lubuklinggau 

Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau 

Asisten Perekonomian dan pembangunan Sekretaris Oaerah 
Kota Lubuklinggau 

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota 
lubukJinggau. 

1 Agus Supriyono, SS 

2 T aslim Hidayat, ST 

Narasumber dari LKPP 

1 David Kasidi 

2. Ria Susanti 

H.~AN EFFENDI 
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LAMPJRAN"H · KEPUTUSAN WAUKOTA LUBUKUNGGAU 
NOMOR 29 IKPTSIADM. PEMB/2011 
TANGGA.L 11 JANUARf 2011 

SUSUNAN PERSONIL KELOMPOK KERJAUNIT LAYANAN PENGADAAN (UPL) 

I. Kelompok Kerja I 
Koordinator 
Wakil Koordinator 
Anggota 

fl_ Kelompok Kerja ll 
Koordinator 
Wakil Koordinator 
Anggota 

Ill_ Kelompok Kerja Ill 
Koordinator 
WakiJ Koordinator 
Anggota 

\ \ 

Kodri. SE 
S Hustaman, ST 
1. Muhammad Asrop, ST 
2_ lhwan, ST 
3. Taufik Qurrahman, ST.MT 
4 _ Cristina Anom Sari. ST 
5. M_ lmron Hamawansyah, ST 
6. Kgs Andika Wardana 

Arwandy Andang Cahaya, ST 
Sukoco 
1 _ lchsanudin, S.Pi 
2. Rangga Dharma K, ST 
3_ Retna Savitri, S.STP 
4. M_ Subhan, SH 
5_ Trisno Rivianto, ST 
6_ Doddy Eko Putra 

Marcos Vinikus, A.Mg 
Syaipudin Nur, A.Mg 
1_ Ammal Rozib, S.IP 
2_ lrawan Sayyid Lubty 
3. Jois Putra 
4. Yanto, SE 
5. Sukarno, ST 
6. A lnsan Setiawan. 8., ST 
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LAMPIRAN Ill KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR 29 /KPTS'ADM. PEMB/2010 
TANGGAL 11 JANVAR 1 2010 

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) \}NIT LAYANAN PENGADAAN(ULP) 

I. Ketompok Kerja I 

1 . Sekretaris Daerah 
2. Dinas Pekerjaan Umum 
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika 
4. Kantor Lingkungan Hidup 
5. Oinas Perikanan dan Petemakan 
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
8. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 
9. Kantor Penanaman Modal 
10. Seluruh Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau 

II. Kelompok Kerja II 

1. Sekretaris DPRD 
2. lnspektorat 
3. BapPeda 
4. Bandiklat 
5. Sadan Kepegawaian Daerah 
6. Sadan Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintahan dan Kelurahan 
7. Oinas Pendidikan Nasional 
8. Dirtas Kebersinan dan Pertamanan 
9. Oinas Pemuda dan Olah Raga 
10. Oinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pengelolaan Pasar 

Ill. Kelompok Kerja Ill 

1. Sadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
2. Oinas Kesehatan 
3. Oinas Tenaga Kerja 
4. Dinas Sosial 
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
6. Dinas Tanaman Pangan. Perkebunan dan Kehutanan 
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Si pi: 
8. Kantor Pelayanan Pertzinan 
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Pertindungan Masyarakat 
10. t<3nt?r t>atuan Polisi Pamong Praja 
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WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR: -4s /KPTS/ADM. PEMB/ 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WAUKOTA NOMOR 29 /KPTS/ADM. PEMB/2011 TENT ANG 
UNIT LAY ANAN PENGADAAN (PROCUREMENT UN/1) 

Menimbang 

Mengingat , , 

WAUKOTA LUBUKLINGGAU, 

a. bahwa pembentukan Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) telah 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 
29/KPTS/ADM. PEMB/2011; 

b. bahwa demi efektifitas dan efisiensi kinerja Unit sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka pada susunan personil Kelompok kerja Unit Layanan 
Pengadaan perlu diubah; 

c. bahwa berdasa1Xan pertimbangan sebagaimana dimaksud da!am hun.1 
a, dan huruf b pertu ditetapkan dengan Keputusan V.Jalikota 
Lubuklinggau. 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentufmn 
Kota Lubuklinggau ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia T ahun 2001 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4114 ); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tamoahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nom0r 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Letnbaran Negara Republfk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana teJah diubah beberapa kati terakhir dengan 
Undang-Undang t-k>mor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan i<edua Atas 
Und.ang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahao Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Oaerah (Lemb.aran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambah;;:n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem~ian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Petaturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan MenterJ OaJam Negeti Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2007; 

9. Peraturan .. 
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Menetapkail 

PERT AMA 

KE DUA 

KET I GA 

KEEMPAT 

9 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 T ahun 2006 tentang 
Pokok-pokok Pengek>!aan Keuangan Daerah Kota Lubuk!inggau; 

10. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem 
dan Prosedu• Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuk.linggau; 

11 . Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 T ahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kelja Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kota Lubuldinggau Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tat.a Kerj.a Saluan Polisi Pamong Praja 
Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan KeJurahan; 

16. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Norn or 6 T ahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi Kepegawaian PDAM; 

17. Peraturw1 Daerah Kata LubukJinggau Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Urusan Wajib dan Urusan Pilihan; 

18. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T ahun Anggaran 2011; 

19. Peraturan Wafikota Lubuk!inggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah; 

20. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 26 Tahun 2010 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah 
Tahun Anggaran 201 i: 

MEMUTUSKAN: 

Perubahan Atas Keputusan 'Nalikota Lubuklinggau Nornor 29/KPTS/ADM 
PEMB/2011 tentang Unit Layanan ?engadaan (Procurement Unit) yang 
perubahannya pada Lampiran II Angka II datam Keputusan WaJikota 
tersebt.1 sebagaimana tercantum daiam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisah!<an dari keputusan ini. 

Pada saat Keputusan ini muJai berlaku maka kewenangan yang namanya 
tercantum dalam Lampiran II Angka II Keputusan Walikota Lubukfmggau 
Nomor 29/KPTSJAQM_ PEMB/2011 tentang Unit Layanan Pengadaan 
(Procurement Unit) dicabut dan dinyatakan tidak bertaku. 

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemefiqtah 
Kot.a Lubuktfnggau T ahun Anggaran 2011. ~--r-

Keputusan ini muJai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
bahwa segata sesuatunya akan diadakan perubahaf'I dan perbaikan 
sebaga.imana mestinya apabila dikernudian hari ten:iapat kekeliruan dalam 
keputusan ini. 

Temtiu:san ~ i.epada Yth . 
1. Ketua OPRo l(Qta ~u 
2. lmpeldur Kota Lubukllnggau 
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LAMPI RAN KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKUNGGAU 
NOMOR ~i; /KPTS/ADM_ PEMB/2011 
TANGGAL : -"I ;f.re~.Afl t 2011 

PERUBAHAN SUSUNAN PERSONll KELOMPOK KERJA UNIT LAY ANAN PENGADAAN (ULP) 

II_ Kelompok Kerja II 
Koordinator 
Wakil Koordinator 
Anggota 

\ '. 

ichsanudin, S.Pi 
Sukoco 
1 . Rangga Dharma K, ST 
2. Retna Savitri, S.STP 
3. M. Subhan, SH 
4_ Trisno Rivianto, ST 
5 Mada Kusuma. SE 
6 S Gogo Trisnanto, A.md 
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PROVINSI SUMATERA SELATAN 

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR IBg /KPTS/ADM. PEMB/2014 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 12/KPTS/ADM.PEMB/2014 
TENTANG SUSUNAN PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU 

Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

a. bahwa tim Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa telah 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nornor 
12/KPTS/ADM.PEMB/2014 tentang Susunan Personil Unit 
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota 
Lu buklingga u; 

b. bahwa sehubungan adanya mutasi Pegawai di lingkungan 
Pemerintah Kota Lubuklinggau maka Keputusan Walikota 
Nornor 12/KPTS/ADM.PEMB/2014 tentang Susunan 
Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Kota Lubuklinggau perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Walikota tentang Pe'rubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 
12/KPTS/ADM.PEMB/2014 tentang Susunan Personil Unit 
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota 
Lubuklinggau; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 
:R.epublik Indonesia Nomor 4114); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Norn.or 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn.or 4437) sebagairnana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 
tentang Pernbahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 32 
Tahun 2004 tentang Pernerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Peraturan ... 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nornor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155); 

5. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Notnor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layananan Pengadaan; 

7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Lubuklinggau Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Ko ta 
Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 7); 

' 8. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2012 
tentang U!1it Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Kota Lubuklinggau; 

9. Peraturan V.lalikota Lubuklinggau Nomor 51 Tahun 2013 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2014 (Berita 
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 51). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 12/KPTS/ ADM.PEMB/2014 
TENTANG SUSUNAN PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN 
BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU 

KESATU Merubah Lampiran I Keputusan Walikota Nomor 
12/KPTS/ADM.PEMB/2014 tentang Susunan Personil Unit 
Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Lubuklinggau 
dengan pernbahan sebagaimana tercantum dalarn Iampiran yang 
:merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

KEDUA Segala Bia.ya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan 
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Pernerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2014. 

KETIGA. .. 
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KETIGA ,. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Tembusan Kepada: 
1. Yth. Inspektur Kota Lubuklinggau; 
2. Yth. Kepala DPPKA Kota Lubuklinggau; 
3. Yth. Kepala Bagi.an Administrasi Keuangan Pendapatan dan Aset 

Sekretariat Daerah Kota Lu buklinggau; dan 
4. Arsip. 
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LAMPI.RAN I 
KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR: i!:B / KPTS/ Adm. Pemb/2014 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR : 
12/KPTS/Adm.Pemb/2014 TENTANG SUSUNAN 
PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU 

SUSUNAN TIM UNIT LAY ANAN PENGADAAN 
( PROCUREMENT UNIT ) 

I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau 
II. Kepala : H.Emra Endi Kesuma, SE, M.Si 
III. Sekretaris : Erisa Nazief, ST 
IV. Kelompok Kerja 

Kelompok Kerja I 
Koordinator 
Anggota 

Kelornpok Kerja II 
Koordinator 
Anggota, , 

Kelompok Kerja III 

: Marcos Vinikius, A.Md 
: 1. Amrnal Rozib, S.lp 

2. Kgs. Andika Wardana, SE 
3. Ardi Virgo Nino Putra, ST 
4. Adi Syafrizal, SE 

: Trisno Rivianto, ST 
: 1. Tovan Asmar, ST 

2. Sukoco, SE 
3. Aris Garnida Husein, S.STP 
4. Yanto, SE 

t 
\ 

Koordinator : Irawan Sayyid Lubty, S.Ip 
Anggota : 1. Syaifudin M.Nur, SE 

2. M. Rudi Apriansyah 
2. Jois Putra, SE 
3. Ryan Yose Rizal, A.Md 

BUKLINGG1(1J, 
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WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 

NOMOR: 221 /KITS/Adm. Pemb/2013 

TENT ANG 

PERUBAHAI\' ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR23/KPTS/Adm. Pemb/2013 
1'ENTANG PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN BAR.A.NG/JASA 

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU 

Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

a. bahwa personil Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota 
Lubuklinggau telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 
23/KPTS/Adm.Pemb/2013 tent<lilg susunan personil Unit Layanan 
Pengadaan Ba.rang/Jasa Pemerint~l-i Kata Lubuklinggau; 

b. bahwa untuk rneningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta 
efektivitas dan efisiensi maka Keputusan Walikota Nomor 
23/KPTS/ Adm.Pemb/2013 tentang susunan personil Unit Layanan 
Pengadaan Barang/Jasa perlu dirubah ; 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangari sebagaimana dima...lcsud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusa.n Walikota 
tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor23/KPTS/Adm. 
Pemb/2013 tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa 
Pernerintah Kota Lubuklinggau; 

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kata 
Lubuklinggau (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4114); 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 ) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang­
uudang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indobnesia Tahun 2008 
Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4855); 

3. l.1ndang-undru:1g Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609 ) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2008 tentang pernbahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan • Barang Milik 
/Daerah(Lembaran Negara Republik Indobnesia Tahun 2008 
Norn.or 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norrtor 
4844); 

4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 155); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Anggaran Pendape-tan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau 
Tahun Anggaran 2012 Nornor 6 ); 
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Menetapkan 

KESA TU 

KEDUA 

KETIGA 

KE:SMPAT 

KELI MA 

7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2012 tentang 
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah Kota 
Lubuklinggau; 

8. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2012 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Lubuklinggau Tahun 20 ~3 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau 
Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 
34 ); 

9. Keputusan Walikota Nomor: 23 /KPTS/Adm.Pemb/2013 Tentang 
Personil Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pernerintah Kota 
Lubuklinggau 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 
23/KPTS/Adm.Pemb/ TENTANG SUSUNAN PERSONIL UNIT LAYANAN 
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU 

Merubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Walikota Nomor 
23/KPTS/Adm.Pemb/2013 Tentang Susunan Personil Unit Layanan 
Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah Ko ta Lu buklinggau 

Dalam haJ. untuk kelancaran percepatan pelaksanaan tugas kelompok 
kerja sebagaimana tercanturn dalam lampiran II Keputusan ini Kepala 
Unit Layanan Pengadaan dapat melimpahkan tugas Kelompok Kerja 
yang satu kepada Kelornpok Kerja yang lain. 

Jam kerja Unit Le.yanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah mulai 
pukul 10.00 Wib sarnpai dengan pukul 16.00 Wib 

Segala Biaya yang timbul sebagai altibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Pernerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2013. 

\ 

Keputusan ini mulai berla.ku sejak tanggal ditetapkan dcngan 
ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan 
perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat 
kekeliruan dalam keputusan ini. 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 5 .:JUL-\ 2013 

Tetnbusan. disampaikan kepada Yth : 
1. Inspektur Ko ta Lu buklinggau 
2.Kepala DPPKA Kota Lubuklinggau 

' ' ' 
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LAMPIRAN II 
KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR: 227 / KPTS/ Adm. Pemb/2013 
TENT ANG 
?ERUBAHAN ATAS SUSUNAN PERSONIL UNIT 
LAYANAN FENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU 

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) 
UNIT LAYANAN PENGADAAN BA.RANG/JASA (ULP) 

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU 

I. Kelompok Kerja I 

1. Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau; 

2. Inspektorat Kota Lubuklinggau; 

3. BANDIKLA'f Kota Lubuklinggau; 

4. Dinas Pekerjaan Umurn (DPU) Kota Lubuklinggau; 

5. Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau; 

6. Kantor Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau; 

7. Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuklinggau; 

8. Dinas Perindustrian dan Pe:rciagangan Kota Lubuklinggau; 

9. Kantor Penanaman Modal Kota Lubuklinggau; 

10. Seluruh Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau; 

11. Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) Kota Lubuklinggau; 

12. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lubuklinggau; 
l 

13. Perusahaan Daerah Air Minum (PbAM) Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau; 

14. Kornisi Pernilihan Umun1 ( KPU ) Kota Lubuklinggau; 

II. Kelompok Kerja II 

1. BAPPEDA Kota Lubuklinggau; 

2. Badan Kepegawai Daerah Kota Lubuklinggau; 

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat,Pemerintah dan Kelura.l-ian Kota 
Lu buklinggau; 

4. Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau; 

5. Dinfo\S ¥.ebersihan dan Pertamanan Kota Lubuklinggau; 

6. Dinas Pemuda dan Olahraga Koi:.a Lubuklinggau; 

7. Dinas Koperasi Usaha Mikro,Kecil,Mcnengah dan Pengelolaan Pasar Kota 
Lubuklinggau; 

8. Kantor Perpustak.aan Arsip dan Dokurnentasi Kota Lubuklinggau; 

9. Badan Pusat Statistik (BPS ) Kota Lubuklinggau; 

10. Departernen Agama Kota Lubuklinggau; 

11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Lubuklinggau; 
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III. Kelompok Kerja III 

1. Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau; 

2. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KB & PP) Kota 
Lubuklinggau; 

3. Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau; 

4. Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau; 

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau; 

6. Dirtas Sosial Kota Lubuklinggau; 

7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Lubuklinggau; 

8. Dinas Tanaman Pangan,Perkebunan dan Kehutanan Kota Lubuklinggau; 

9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau; 

10. Kantor Pelayanart Perizinan Kota Lubuklinggau; 

11. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota 
Lubuklinggau: 

12. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau; 

13. Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau; 

14. Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Siti Aisyah Kota Lubuklinggau; 

15. Badart Narkotika Nasional ( BNN }, Kota Lubuklinggau 

Ditetapkan di Lu buklinggau 
pada tanggal 5 JU\..( 2013 

\ ' 
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LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR: 221 / KPTS/Adm. Pemb/2013 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS SUSUNAN PERSONIL UNIT 
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU 

SUSUNAN PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU 

1) Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah 
2) Kepala Dedi Yansyah,SP.,MS.i 
3) Sekretaris : Drs. Elvandary,MS.i 
4) Kelompok Kerja 

Kelompok Kerja I 
Kooi:-dinator 
Anggota 

Kelornpok Kerja II 
Koordiri:a tor 
Anggota 

Kelornpok Kerja III 
Koordinator 
Anggota 

: A.Insan Setiawan.B,ST 
: 1. Adi Safrizal,SE 

2. Amrnal Rozib, S.Ip. 
3. Kodri,SE 
4. Erisa Nazieb,ST 
5. Deny Nofriansyah,SH.M.Si 
6. Andi Virgo Mino Putra,ST 

: Trisno Rivianto,ST 
: 1. Sukoco,SE 

2. Aan Christiyanto,ST 
3. Tovan Asrnar,ST 
4. Aris Garnida Husein,S.STP 
5. Yanto,SE ._ 
6. Syahputrn Hustarnan,ST,MM 

: Irawan Sayyid Lubty,S.S.ip 
: 1. Marcos Vinikius,AM.d 

2. Syaifudin Nur,A.Mg 
3. R. Irawan Dwi Tjahyadi,SE 
4. Muhammad Subhan,SH 
5. Rian Yose Rizal,A.Md 
6. Jois Putra ,SE 

Ditetapkan di Lu buklinggau 
padatanggal 2013 
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PROVINS! SUMA TERA SELA TAN 

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NQMOR 13 /KPfS/KLP/2016 

TENT ANG 

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 
KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA LUBUKLINGGAU 

· Menimbang 

Mengingat 

TAHUN ANGGARAN 2016 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, 
terbuka dan kornpetitif sangat diperlukan bagi ketersecliaan 
Barang/Jasa yang terjangkau, sehingga akan berdampak 
pada peningkatan dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/ jasa; 

b. bahwa untuk pelaksanaan proses Pengadaa..."1. Barang/Jasa 
Pemerintah di lingkungan Pemer....ntahan Kota Lubuklinggau 
perlu menyusun personil kelompok kerja Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah Kota Lubuklinggau; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima.ksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Walikota tentang Susunan kelompok kerja Pengadaan 
Barang clan Jasa P,emerintah Kantor Layanan Pengadaan 
Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2016; 

1. Undartg-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kora Lubuklinggau {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 87, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4114); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Le:rabaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengart Undartg-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
P~rubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679}; 

3. Peraturan Pemerintah Notnor 6 Tahun 2006 tent.artg 
Pengelolaan Ba.rang Milik Negara/Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
No:trl.or 38 Ta.hu.:n 2008 tentang Peruba.ha.n. Ata.s Peraturan 
Pemerintab Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Baning Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

4. Peraturgri ... 
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Menetapkan 

KESATU 

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat 
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 ); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layananan Pengadaan; 

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 
Nomor 10); 

l 

9. Peraturan Walikota' Lubuklinggau Nomor 68 Tahun 2014 
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Layanan 
Pengadaan Pemerintah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah 
Kota Lubuklinggau Tahun 2014 No1nor 68); 

10. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 26 Tahun 2015 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota 
Lubuklinggau Tahun Nomor 26); 

11. Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 
248/KPTS/ Adm.Pemb/2015 tentang Standar Satuan Harga 
Tahun 2016; 

MEMUTUSKAN : 

: Menetapkan Keputusan Walikota ten.tang susunan kelompok 
Kerja pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Lubuklinggau 
Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahka.n dari Keputusan :in:i. 

KEDUA .. -
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KltDUA 

K8TIGA 

: Kelompok Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah merupakan 
bagian dari Struktur Organisasi Kantor Layanan Pengadaan Kota 
Lubuklinggau 

Personil Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan J asa 
sebagaimana dimaksud pada diktum KltSATU bertanggungjawab 
kepada Walikota Lubuklinggau melalui Kepala Kantor Layanan 
pengadaan dan mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Penanggung Jawab mernpunyai tugas: 

1. mengkoordinasikan pemaketan pekerjaan, perencanaan 
UIIlurn pengadaan dan basil pengadaan dengan Pengguna 
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat 
Komitinen dan Ketua Kelompok Pokja; 

2. menugaskan Kelompok Kerja untuk rnelaksanakn proses 
pengadaan 

3. mengawasi pelaksanaan kegiatan proses pengadaan; 
4. menerima laporan hasil pengadaan dari masing-masing 

ketua kelompok kerja setiap awal bulan; dan 
5. melaporkan basil pelaksanaan tugas secara periodic setuiap 

bulan dan/ a tau sewaktu-waktu bilamana cliperlukan 
kepada Walikota Lubuklinggau. 

b. Staf Pendukung mempunyai tugas : 
1. menginventarisasi paket-paket yang akan 

dilelang/ diseleksi; 
2. rneregister paket pekerjaan yang akan dilelang/ diseleksi; 
3. merneriksa dan meneliti kelengkapan Rencana Pelaksanaan 

Pengadaan dari SKPD; 
4. Menyiapkan dokumen pendukung dan info yang 

dibutuhkan; dan 
5. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 

ya..-rig dilaksanakan oleh Kelompok Kerja. 

c. Ketua Kelompok Kerja mempunyai tugas: 

\ ' 

1. mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan serta rencana 
proses pengadaan di rnasing-rnasing kelornpok kerja; 

2. mengawasi dan melaksanakan kegiatan proses pengadaan 
di masing-masing kelornpok kerja; 

3. menetapkan penyedia barang/jasa bersama anggota 
kelompok kerja; 

4. merobuat laporan mengenai proses dan basil pengadaan 
kepada kepala Kantor Layanan Pengadaan Kota 
Lubuklinggau; dan 

5. melaksanakan funsi dan tugas sebagai Kelompok Kerja. 

d. Kelompok Kerja mempunyai fungsi dan tugas sebgai berikut : 
1. F'ungsi Kelompok Kerja adalah melaksanakan pemilihan 

penyedia Barang/ J asa sampai dengan clitetapkannya 
pemenang, dengan nilai : 
a. Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya, 

diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dart 
b. Pengadaan jasa konsultasi, diatas Rp. 50.000.000,00 

(lima puluh ju ta rupiah). 

2. Tugas ... 

42842.pdf 



KEEMPAT 

KELI MA 

KEENAM 

2. 1'ugas Kelompok Kerja adalah: 
a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan 

sertalokasipengadaan; 
b. menetapkan Dokum.en Pengadaan; 
c. menetapka..ri besaran nominal Jaminan Penawaran; 
d. mengurnumkan pengadaan barang/ jasa di surat kabar 

nasional dan/ a tau provinsi dan/ a tau papan 
pengumuman resmi untuk penerangan umum dan 
diumurnkan di website pengadaan nasional; 

e. :tnenilai kualifikasi penyediaan melalui pasca kualifikasi 
atau prakualifikasi; 

f. melakukan evaluasi adrninistrasi, teknis dan harga 
terhadap penawaran yang masuk; 

g. menjawab sanggahan; 
h. menetapkan penyedia Barang/ Jasa untuk : 

1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket 
Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ jasa 
lainnya yang bernilai paling tinggi 
Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);atau 

2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket 
pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai palir1g 
tinggi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); 

i. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen 
Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada PPK; 

J. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia 
Barang/ J asa; 

k. menandatangani Fakta Integritas sebelurn pelaksanaan 
pengadaan barang/ jasa dimulai. 

Kelompok kerja sebag~mana dirnaksud dalam diktum KESATU 
melaksanakan tugas ·. di Kanto:r Layanan Pengadaan Kota 
Lubuklinggau mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai 
dan diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam 
Larnpiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
keputusan ini. 

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanrtya 
Keputusan ini di be bankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 
Anggaran 2016. 

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputuan Walikota 
Nomor 93/KPTS/KLP/2015 tentang Susunan Kelompok Kerja 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Kantor Layanan 
Pengadaan Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2015 dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

KEENAM ... 
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KETUJUH : Keputusan W alikota m1 mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkan. 

Tembusan Kepada : 
1. Yth. Inspektur Kota Lubuklinggau; 
2. Yth. Kepala BPKAD Kota. Lubuklinggau;dan 

. 3 .. Arsip. \ 
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LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR IJ / KPTS/KLP/2016 
TENTANG 
SUSUNAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PENGAD~N BARANG/JASA PADA KANTOR LAYANAN 
PENGADAAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN ANGGA_RAN 2016 

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA 

I. Penanggung Jawab 
II. Staf Pendukung 

: Kepala Kantor Layanan Pengadaan 
: 1. Hendi Zuniposo, ST; 

2. MerryZulaika 
·----· 

NAMA POKJA 
III. Kelompok Kerja I 

- Ketua Kelompok Kerja I : Adi Syafrizal, SE; ,. -
- Sekretaris Kelompok Kerja I : Ammal Rozib, S.Ip; 
- Anggota : 1. Ardi Virgo Nino Putra, ST ; 

2. Kgs. Andika Wardana, SE; clan 
3. Marcos Vinikius, A.Md. 

IV. Kelompok Kerja Il 

- Ketua Kelompok Kerja I : Tovan Asmar, ST ; 
- Sekretaris Kelompok Kerja I : Aris Gamida Husein, S.STP; 
- Anggota : 1. Trisno Rivianto, ST; 

2. Yanto, SE; dan 
3. Sukoco, SE. 

MEMBIDANGI 
1. Sekretariat DPRD 
2. Inspektorat 
3. Dinas Pekerjaan Umum 
4. Dinas Perikanan clan Peternakan 
5. Dinas Pendapatan Daerah 
6. Seluruh Kecamatan di Lingkungan Pemerintah 

Kota Lubuklinggau 

1. Bappeda 
2. Bandiklat 
3. Sadan Kepegawai Daerah 
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat,Pemerintah 

dan Kelurahan 
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
6. Dinas Perhubungan,Komunikasi dan lnformatika 
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
10. Dinas Pemuda clan Olahraga 

Dinas ...... ... . 

I 
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V. Kelompok Kerja III 

- Ketua Kelompok III Syaifudin Nur, SE~ 
- Sekretaris Kelompok Kerja III Irawab Sayyid Lubty, S.IP; 
- Anggota 1. M. Rudi Apriansyah, SE; 

2. Ferdi Ferdian, S.Kom; dan 
3. Rian Yose Rizal, SE. 

,..., ... ; 

• 

• 

11. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan 
Pengelolaan Pasar 

12. Sadan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 

1. Sekretariat Daerah 
2. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan 
3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal 
4. Badan Lingkungan Hidup 
5. Satuan Palisi Pamong Praja 
6. RS. Siti Aisyah 
7. Dinas Kesehatan 
8. Dinas Tenaga Kerja 
9. Dinas Sosial 
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
11. Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan 
12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
13. Kantor Layanan Pengadaan 
14. Kantor Ketahanan Pangan 
15. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri 

u.rrL-=uUKLINGGAU, 

42842.pdf 



42842.pdf 


	cvr
	123_Page_01
	123_Page_02
	123_Page_03
	123_Page_04
	123_Page_05
	123_Page_06
	123_Page_07
	123_Page_08
	123_Page_09
	123_Page_10
	123_Page_11
	123_Page_12
	123_Page_13
	123_Page_14
	123_Page_15
	123_Page_16
	123_Page_17
	123_Page_18
	123_Page_19
	123_Page_20
	123_Page_21
	123_Page_22
	123_Page_23
	123_Page_24
	123_Page_25
	123_Page_26
	123_Page_27
	123_Page_28
	123_Page_29
	123_Page_30
	123_Page_31
	123_Page_32
	123_Page_33
	123_Page_34
	123_Page_35
	123_Page_36
	123_Page_37
	123_Page_38
	123_Page_39
	123_Page_40
	123_Page_41
	123_Page_42
	123_Page_43
	123_Page_44
	123_Page_45
	123_Page_46
	123_Page_47
	123_Page_48
	123_Page_49
	123_Page_50
	123_Page_51
	123_Page_52
	123_Page_53
	456



